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KATA PENGANT. R 

Puj i dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, ma 1a sumber segarn il rn u 

pengetahuan yang telah m mberikan kekuatan lahi r maupun bathin, sehingga Penulis 

berkemampuan menyelesaikan tulisan i:ni dengan j d ii "PENUNJUKAN PENG f.:LOLAAN 

DAN PENGGUNAAN STASf UN BAH.AN BAKAN M!:NYAK UNT K UM M MEL Ll ll 

MEKANISME PERJANJIAN" yang merupakan hasi l penel itian lapangan (field esearch) 

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Penulis selaku staf peng jar di 

Fakultas Hukum UMA, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai :ar 

pengembangan ilrnu pengetahuan, sekaligus sebagai pele gkap terlaksan • a Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Penulis menyadari segala ha! yang Pem !is lakukan dalam tul isan ini belumlah sebernpa 

bila dibandingkan dengan banyaknya iimu pengetahuan yang ada, namun guna menamhah 

ilmu pen'getahuan, Penulis berkeya.k inan segala yang Penu!is lakukan meski . kecil apapu.n 

dapat benn.anf..'Ult bagi para pembaca dan Pcnuiis sendiri , untuk itu 1mmgkin s 

biasa Penuhs mera.sakan bahwa disana sini tulisan ini masih banyak keku ngannya, oleh 

karenanya guna kelengkapan tulisan ini dan untuk t rcapainya tul i an yang iebi sempurna 

Penulis berharap adanya kritikan yang bersifat konstruktif dan ino atif dari pembac . agar 

dapat disampaikan kepada Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehin._.g~ a. himya 

tulisan ini akan menjaru. pedoman bagi pembaca nantin a, dan atas tanggapan ari ... mb ca, 

Penulis mengucapkan terima kasih. 

M·~ an , 10 Agu t JS 0 ) -3. 

Hormat P n ii s, 

Jamiiah. SH. 
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HAS I 

PENDA ·""ULUA'.'J 

A. Latar Be1aka ng 

Dalam GBHN dijelaskan bahwa kekuatan perekonomian kita pa ' das rnya 

dapat digolongkan dalam tiga sektor yaitu pemerinta. (BUMN), swasta dan " pcra.·1 

Ketiga sektor ini diharapkan dapat berkembang sehi ngga mamp me. in 1 kat ·a t~n r 

hidup masyarakat. 

Pcmhagian be n!ul ckonomi yang ti:r an!um daiam pasal 33 · JUD l 44 . 

. memberikan pegangan ahwa segala sesuatu yang t rrnasul· dalam ke lornpok ha_1a 

hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. [)[ n ;vuj ud pengua aannya antarn 

lain ditaf: irkan dalam bentuk BUMf-~ . 

. 
BUMN sebagai unit sektor mil ik negara yang penting peranannya da'a 

membantu pemerintah mengimplementasikan atau menerapkan ·ebijn.kan 

pembangunan yang te!ah digari skan. Dalam konteks pencariru1 sumbcr <lana 

pemerintah rnemherikan perhatian aiau mungkin se na am tunt ta 1 _·ang m kin h_<>ar 

kepada BUMN khususnya yang berstatus persero. 

Dalam perkernbangan perekonomian di Indonesia maka pihak rn rimah d; n 

swasta sangat besar perhatiannya dalam pengadaa dana, seperti yang dilaku ·a · ich 

lembaga perbankan dengan menyediakan dana untuk masyarakat te rnt ma daiam 

pengembangan segenap kernampuan modal dan potensi daiam n Tara harus 



dimanfaatkan dengan rnaksu untu. rneni ng atk< n la u pemb n2unan n s1onal S1 fot 

dari pembangunan itu sendiri banyak macamny . A a pembangun n yang ' rs1fo1 

struktural, lokal maupun melal1 i kebijaksanaf n perneri.ntah. elain itu t rli hat 

de .gan adanya usaha-usah pemerintah rnenyediakan dana untu membantu >oiongan 

ekonomi lemah dengantujuan agar ikut berpci n aktif dala , 

yang sedang digalakkan dewasa in1 . 

mbang nan r asional 

Khusus untuk pcnyaluran bahan b::i kar minyak agar cg ' ra s m 1 k · 

rnasyarakat pengguna bahan bakar miny' k, m .·' a Pertamina m nunjuk p ru a aan. 

baik d lam bentuk perorangan ataupun koperasi aupun bentuk badan usaha lai nn •a 

yang dibuat dalarn satu perjanjian. 

Perjanjian itu telah dipersiapkan dalam entuk baku (perjanjian standard). 

Bagaimana hak dan kewaj iban para pihak serta mekani sme yang di1empuh dalam 

prose;; penerbitan kesepakatan itu, in ilah yang melatarbelakangi, mengapa penulis 

mengetengahkan tulisan in i untuk d1 angkat menjadi karya ilmiah y ng m mbah s 

tentang ''Pem.mjukan Pengelolaan Dan Penggunaao Sta~itrn PengisiQn Batun 

Bakar Minyak Untuk Umum M elalui Mekanisme Perjanjian". 

B. Permasalatu.m 

Berd.asarkan latar belakang pemilihan judul di atas, perm salahan yang aka 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasi un peng1s1an 

bahan bakar minyak untuk um um oleh Pertam ina kepada pihak perusahaa n. 

perorangan dan koperasi melalui mekanisme perjanj ian. 

2. Bagaimana hak dan kewaj iban para pihak dalam pcr.1 anJ1an <.: nt an t~ 

pen nj ukar, pengeloiaan dan penggunaan stasiun pen Yi sian hah n akt.i r 

minyak untuk umum. 

3. Bagaimana bentuk pengakhiran hubungann huk um dalam perpnJ Hrn 

terhadap penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisiai . bahan 

bakar minyak untuk umum. 

Demikianlah permasalahan yang diajukan dal am penelitian ini . 

C. Tujuan Pembahasan 

Suatu kelazi rnan dalam suat.u penelit1an aJalah agar mempun:vai sasarnn yan 1 

, 
hendak dicapai dengan tujuan agar penel it ian dimaksud dapat menghasil an Slh tu 

karya ilmiah yang berbobot. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam peneli tian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untu1 mengetahui bagaimana penunjukan, pengelolaan da n pengg nuan 

stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum oleh Perta.mina kepada 

pihak perusahaan, perorangan dan koperasi me1 a1ui mekani me perjanj" 

2. Untu..l< mengetahui bagairnana hak dan kewaj iban paara pthak ~la 

penunjukan, pengeloiaan dan penggunaan tasiun pengisian bahan b kar 

minyak untuk umum . 



3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengakhiran hu unga.n hukum ·aiam 

perjanjian terhadap penunj kan, pengeloiaan d·m ocn gunaan s1::is1u .1 

pengisian bahan ba 'ar minyak untuk um um. 

D. Metode Per.elitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujua.n dari peneiiti n ini , maka 

pene itian ini merupakan penel itian yuridi s normat if (/ 1w m nook) den°an m nd;..pat 

ukungan atau bantuan dari penelitian empi ris (!,aw in Action ), s dangkan sifat dari 

peneii tian ini ada1ah bersifat deskriptif analis1.\·. Berhubun peneiiti n in i bers ifat 

deskripi~f'analisis, maka diperlukan metode pendckatan anal isis data, dan m ·nging< t 

, pene1itian ini berusaha mengetahui secara sistPmatis dan akurat m ngenai 

penunjukan, pengeloiaan . dan penggunaan stasiun pengisian bal1a baka.r minyak 

untuk umum mela1ui perjanjian . 

. 
Dalam usaha untuk mengumpulkan data secara fakta yang dipergu.n~k.an tmtuk 

me1engkapi penelitian ini ad.a 2 cara yang dapat dipergunakan, yaitu : 

l. Penehtian kepustakaan (Lihrwy Research ) yaitu cara mengumpu!kan 

yang diperoleh dari buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang dite!iti. 

2. Pene1itian Lapangan (Fieid Research ) yaitu turun langs· ng .~e ob. 1 

penelitian dengan menggunakan teknik doku.mentasi, wawancarn, any 

jawab 1angsung dengan kor sponden yang dianggap punya kait n denga1 

objek penelitian, terntama terhadap Direktur Pert.amina Unit Pemh · kalan 

4 



lJPPDN l Medan 

Setela'.. ca~a-cara tersebut di akuk " n, mr;kn semua. ,·-tta pnmcr d, n <;c~ur l;: r 

terh1rnpun, kemudian diteli i dan die 1a uasi kcab~.ahannya. data ter~{<hu~ a~,in 

' i• nalisis s can uaiitatif deng ,n meng 1 aikan St: ~ aL :.-ste .at1: dan menic!c.;;kan 

hubungan antara berbagai jenis data serta memJY.:lajan ja\va' J n dan r;:.;po d(' •: 

selaniutnva semua data d'se e.<si ran diolah kemudi~m dianalisis sccar, 'e:_.,krirtif Ja. 
J J • 

preskriptif uehingga selain menggambarkan dan . en nokap' an juga dih:.rai kan 

akan memberikan soiusi at.as pennasalahan da!am pen iit ian in". 

E. Sistem2tika Penuiisan 

Sebelum melangkah ke Bab H, per uli s akan membuat sistematik· pe u isan 

pcnei itian 1ni, schingga memL dahkan para pcmba...:a untuk rr ngctahui a yang aka 1 

dibahas dalam penelitian ini, penulis dalam p nulis n neiitian ini me1 pe g1·na'-·an 

sistematika penuhsan yang terdiri ·ari 5 (lima) hab dan sejurnlah ·ub-bab yang d ... p~ t 

digambarka sebagai berikut : 

Bab 1 PENDAJ-iULUAN 

Merupakan bab yaJ1g berisikan pengur ian tentang Latar Belakang. 

Pennasa1ahan, Tujuan Pembahasan, !'vietode Pengumpul· 1 ata an 

diakl iri dengan Sitematika Penu.lisa t 

Bab ll H.l L-H AL UMUM TFNTANG PER.I;. i Ul1\N 

5 



Bab HI 

Bab IV 

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Pengerti n danRuang .inkup 

Hukum Perjanjian, Syarat-syarat ahnya Perjanjian, ang te ·diri dari 

sepakat mer ka yang mengikatkan di ri , kecakapa .r.. tuk membu 

perjanj'an , tentang suatu hal tl:rt t::nt u, suatu scba ) yang !.ala!. dan 

kemudian dilan ·utkan dengan bahasan Asas-Asas Hukum Perianjia yang 

terdi ri dari ; asas terbuka, asas konsensuali tas, bers ifat peleng' · p. , sa-. 

Pacta Sunt Servanda Uanj i haru di tepati), asas kepastian huku , asas 

itikad baik dan asas ke ribadian, sclan_iutnya mengu · ikan ten1 nag 

Hukum Dari Suatu Peijanji an dar. d i khi ·nya dengan ber' khi, ya ~ uatu 

Perjanj ian. 

SEKlLAS PINTAS TENT ANG PE, T AMINA 

Dalam bab ini penu is menguraikan tentang e_iarah T rbent knva 

Pertarnina, Kontra.k-Kontrak , Perjanj ian Ba~i Hasil dan <li akhiri d r g ·n 

Kegiatan Lepas Pantai. 

PE JANJfAN PENUNJUKAN PENGELOLAA DAN PEN :JG JNAA 

STASIUN PENG1SlAN BAHAN Bf. KAR MIN YAK U1 'TUK U1 HJ1\1 

(SPBU) 

Bab ini menguraikan tentang ilosofi Dasar Penye!enggaraan ~,tasiun 

Pengisian Ba11an Bakar Minyak Untuk Umum ( PB ), '1 ekam~mc 

Penunj ukan, Pengelolaan dan Penggur aan <:!ta iun Peng1sian Bahan kar 

Minyak olch Pertamina k pada pihak Pcrusa aan. Pcror ngan dan 

: operasi yang terdiri dari : Persya atan J um, Persyarntan Khusus, da n 

6 



BabV 

di lanj utkan dengan pembahasan tcntang Hak dan Kcv.·n ihan Pan I 1t ak 

dalam kontrak dan diakhiri dcnga n 3entt k Pen• akhi . n Hu un:•.:1ri 

Hukum. 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan dar' b t demi 

bab yang telah diuraikan dan saran penulis. 
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BABH 

HAL-HAL lJM lJM T ',:NTANG P'EH.J A 'Jli\ ' 

Mengenai penyelenggaraan perJanJian, KUHP rdata memb ri pedom n yar g 

digariskan dalam pasal 1320 Undang-U dang tersebut. 

Pengertian yang dimaksudkan o leh Undang-U ndang tersebut akan dihicar k n 

dalam bab ini, karena perjanjian yang digariskan daiam K UP rda ini m .rnpa1·an 

acuan bagi perjanjian yang di lakukan antara pihak Pertarnina deng n calon pengusaha 

SPBU sebagaimana dimaksud dalam pene;itian 1ni . 

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perjanj ian 

Adalah sul it untuk memberi rumusan perjanjian at.au pe. setujuan yang dalam 

baha ·a sehari-haii sela\u puia disebut de ng n kontrak. 

'Perjanjian adaiah terjemahan dari kata o ereenko st yang dari segi ba h a 

dapat pula diterjemahkan dengan persetujuan. M..,ngenai (perbedaan) terje ahan 

overeenkomst itu banyak terjadi kesimpangsiuran pengerti an. 

Prof. Subekti, SH, mengartikannya sebagai perbuatan hukum, sebagaimana 

terlihat dari terjemahan yang dilakukannya terhadap isi pasal 1313 KUH.Perdata, yan 

bunyinya sebagai berikut : 

"Suatu persetujuan adaiah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebi 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebi ". 1 

1 Prof. Subekti, SH <Jan R. Tjit rosudibjo, Kitab UU Hukum Perdat.a, Terjema.han Burg rlijk 
Wetboek (Jakarta Pradya Paramita, 1986, hal. l31J . · 
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Pengertian yang sama diberikan beliau dalam u unya Huku Perja.nji a. , . ·ang 

diartikannya sebagai peri tiwa (perishwa hu ' m -pen) sebaga ·mann terdap t dainrn 

rumusan yang beliau berikan sebagai berikut : 

"Perjanjian ada1ah suatu peristiwa dimana seorang berjanji k pada eorang. la m 
atau d a orang itu saling be1janji untu - melakukan suatu hal" 

Pengertian lain diberikan Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, yang menga.tak.annya 

sebagai hubungan hukurn, sebagaimana yang disebutkannya dalam rumu an sel agai 

berikut: 

"Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum men nai hwta bend 
antara dua pihak dalam mana dua pihak berjanji untuk m lakukan uatu ha!, 
sedang pihak lain menuntut pe1aksanaan janj i itu". ~ 

Mengenai pengertian dari kata overeenkomst ini, erkatal h Sudi kw 

Mertokusumo, dalam kertas kerjanya yang disamapaikan pada pena1arnn Huk um 

Perikatan II, sebagai berikut : 

'"Perlu kiranya dikemukakan juga tentan.g perkembangan d fini si atau arti 
perjanjian atau overeenkomst. Defenisi klasik tentanb apa yan... 'iart ikan 
dengan perjanjian (overeenkomst) adalah perbuatan hukum yang 1erd , rkan 
kata sepakat bertujuan untuk menimbulkan akibat hu.'< um . Didahm hteratur 
Indonesia bahkan dalam literatur Belanda pun sampai sekarang defenis i klasi'· 
itu tetap dipertalumkan. Tidak mengherankan kalau defenisi yang menyatakan 
bahwa perjanj ian rnerupakan suati perbuatan hukum itu sampai sekarang tetap 
dipertahankan karena orang tidak mau ter1alujauh menyimpang dari lJU. 
Pasal 13 13 BW berbunyi : "Suatu persetujuan ad.alah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau 1ebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang la·n atau 
lebih" (terjemahan Subekti, 1985: di sini overeenkomst diterjemahkan d-..ngan 
persetujuan). Pasal 1313 BW hanya menyebut perbuatan handerng, sehingga 
terlalu luas dan kabur pengertian perjanj ian itu: Karena pasal 1313 BW ta.k 
jelas maka ditafsirkan yang tidak jauh menyimpang dari rumu an a"a1 13 l 3 

2 Prof. Subekti, SH., Hokum Perjanjian, Jakarta : PT. lntemusa, !976, ha! . I. 
1 Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., AsllS··asali Hukum Perjanjian, Bandung : Sumur Bandun . 

1973, hal. 8. 



BW, yaitu dita. 1bah kata ' hukum'; "Pe 1Juatan hdcum". J di mcm.rut det~nis1 
klasik atau konvensional pcrjanjia m rupakan S"tu perbuatan hukum 'anh' 
sifatny« berisi dua ("·,en tweezijdig recht: .andel ing''). Sep ·r . .i kita hctahui 
suatu perjanjian itu terjadi karena adan_ a · at ··epak t atau ·rscsuaian 
(pemya aan) keh ndaK. Kata sepakat itu terjad· karena p ha_ :ang satu 
me yampaikan pcnawaran (aanbod, affcr) kepaJa pihak pcncn ma 1n 
(aanvaard ing, acceptance) kepada pihak yang ·atunya. Jadi pada ha:·drntnya 
yang terjadi adalah per esuaian pemyataan kehendak, s ba~. kehcn < k. tidak 
akan sampai pad.a pihak lain kalau tidak din a 'tkan atau di .>arnpaikan. I ..:ngan 
demikian ada dua perbuatan _·ang masing-mas! w bersifat s tu. 1si w~c11;dq;..: 

iech·shandelingen), yaitu pena\ivaran di satu pihak dan pe er rn n di pihak !am 
Jadi ada dua perbuatan yang masin1:>-ma ,, rn g hersi{ t satu sisi yang ddakukan 
oleh dua or~ng. Oleh l'arena itu per_ anjian merupaka. hubungan hu um brtna 
di lakukan oieh dua orang".4 

Dan hubungan hukum demikian oleh Undang-Undang. Pe janjian 'a lam 

pergaulan masyarakat, merupakan ha1 yang selalu terjadi . Hal ini telah mck .11 , ae;< 

dalam masyarakat. Undang-undang memb rikan kebebasan untu:' m"iak"kan 

perj nj ian, dengan beberapa . yarat yang harus d1 1,edomani Svarat 1cceh.n s:rngrit 

menentukan bagi keabsahan dari sua u perjanjian. 

Keharusan untuk meiak. anakan / nj i te l> h merupakan hal yang sangat sas 

dalam perjanjian sejak dahu!i kala . Factu , ·un , 'ervandv, demi kian satu kata _:ang 

sangat asas ke atas keharusan meiaksanakan setiap janji yang dip, . .rbual. 

Terhadap su.atu pe1janjian yang dibuat secara sah, melalui pasal 1338 

KU 0 erdata telah ditetapkan sebagai UU bagi yang melakukannya. 

Pe ·hal perjanjian, diatur dalam buku Ill Kl dPerdata yang ter iri dari sa J 

bagian umum dan satu bagian ki.usus titel sampa1 IV m muat pcraturan t ".'r.t3n:_: 

4 
Sudi kno Me1tokusumo, " Derdenw~rking" Da n"Sdrndever-g ~di .g ... di. mpaik n pa<la 

Pc11nlarn n ll llk 111n Jl(·1 ika lun !I , yang dil aksallik an t kh llcwnn /crja.·a 111a llm 1 Huk !!! !kla11" 
lkngan Indonesia Proyek Hukum Pcrdata, 9--2 Januari !989, ha!. 6-8 
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perJanJian pada umumnya, sedangkan ti el V ampai deng n XIX "Ul IPcr'. ·a 

memuat perjanj ian yang ba ya · ij mpai dal am 1 a ·yarakat dan sud h umu11 

mempunyai nama terten u, misal iya : j uai bel', d I in se 

Ruang lingkup dari per.1anj1 n, meliputi semua per etujuan, aik yang 

mempunyai nama khusus, maup , yang t'dak mempunyai na1. a atau ya 1g t1 dak 

terkenal dengan nama tertentu, sem ia tunduk pada p ratw-a um u. yang termua 

dalam buku m bab kesatu maupun bab kedua Demikian menurut pasal L l 9 

KUHPerdata. Da1am ha1 ini termasuk pula kategori perj anjian yang di lakukan dalam 

bentuk kontrak maupun secara diam-diam. Dcngan demil ian telah mer .bawa 

ewajiban untuk m elakukan sesuatu prestasi di satu pihak dan menerima . atu pr sta ·i 

di ihak lain. 

Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata, dapat berup 

Memberi sesuatu 

Berbuat sesuatu 

Tidak berbuat sesuatu 

Jadi pihak-pihak yang mengadakan suatu perj anjian akan memp ·nyai hak dan 

kewajiban untuk mcmber1 sesuatu, berbuat sesua1u dan tidak berbuat ·esuatu . 

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Suatu perjanjian barn dapat sah apabila memenuhi beb rapa syarat. Svara 1 u 

se a aimana yang d itentukan dalam rasal 1320 K UHP rdata, yaitu • 

1. epa.·at mereka yang mengikat dirin a 
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2. Kecakapan untu.k membuat suatu perikatan 

3. Tentang sesuatu hal tertentu, dan 

4. Suatu sebab yang ha lal 

Dari empat syarat sahnya peqanj ian tersebut, apabila dilihat drui apa yang 

disyaratkan pada dua point itu, dapat disebut sebagai syara t subjekti[ karena 

menyangkut syarnt yang mengatur yang menyangkut pelaku atau subjek yang akan 

mengadakan perj a."ljian. Sedangkan dua point y.:.ng terakhir (syarat 3 da:n 4), da ,at 

disebut sebagai syarat objektiJ, karena dua point ini mengatur mengenai peijanjian itu 

sendiri atau objek dari perbuatan yang dllakukan 1tu. 

Tidak dipernuhinya syarat subjektif mempunyai akibat yr;.n9 berbeda jika 

dibandingkan dengan ancaman kebata lan terhadap perjanjian yang tidak dipenuhinya 

syarat objektif Hiia p::ida suatu pc~janji an yan • tida k memnuhi syarnt subjekti f, maim 

terha?ap perjanjian ter5.>ebut dapat dimintakan kebatalannya. Sedangkan da!am ha. l 

yarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu adalah batal demi hu urn . 1 !eh 

karena dalam µ-erdagangan hukum pe1jar1jian itu tidak perna.h ada maka tidak dap· tlah 

ihak yang satu menuntut pihak yang lain di muka hakim karena dasar h .::unm, a 

idak ada. Bila te1j adi hal yang demikian itu, maka hakim diwajibkan karena 

jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada satu petjanjian atau perikatan. 5 

Berikut ini syarat-syarat yang diatur da1am pasal 1320 itu akan d.iureikan lcbih 

la Ju , sebagai berikut : 

/. epakat Mereka Yang Alengikat Dirinya 

5 Prof Subekti, SH. , H.1.dmm Pe~janjian , Op. Cit, hal 21. 
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Kata sepakat adalah "kecocokan 1 ehendak/kemauan antara kedua be!ah pihak 

yang akan mengadakan persetuj uan" 6 

Menurut Prof. Dr. Mariam Darns Badrul zaman, SH : 

"Bahwa dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanj ian, maka 
berarti kedua belah pihak harus memil iki kebeba an kehendak"7 

Kehendak itu atau keinginan yang di simpulkan dalam hati tidak m ungkin 

melahirkan sepakat yang diperlu.1.:an untuk melahirkan suatu perjanjian. Lebi h lanJut 

Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Perjanjian, mengatakan : 

"Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada ucapan perikatan, akan tetap1 
dapat pula dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapa 
rnenterjemahkan kehendak itu, baik o1eh pihak yang menawarkan maupun , 1eh 
pihak yang menerima penawaran it u" .11 

Dalam hal para pihak langsung berhadapan muka dan menyatakan kchendak 

atau keinginannya masing-masing, maka tidak sukarlah unt uk me etapkan saat 

terj a~inya persetujuan atau persesuaian kehendak. Akan tetapi pada zaman mode n 

eperti sekarang ini berbagai transaksi besar maupw1 kecil banyak dilakuk n d ig· n 

surat - menyurat, melalui telepon atau melalui perantara-perantar , sehin ga sul it 

untuk menentukan kapan saatnya kesepakatan itu terjadi . 

Sehubungan dengan itu untuk dapat mcngetahui saat tcrj ad inya perJa _pan 

r apat beberapa teori, antara lain : 

r. R.M. Suryodin ingrat, SU., Asa:s-asa~ Hukum Pcd lrn tan , Ban1-lung . Ta rsi! l:landung, 1978, 
. 2. 

7 Prof Dr. Mariam Darus, SH , K l lllP rda tu Buku H l . Hu kum P1•riluH n 0 t"o irn 
j l!mrn , (Bandung · Alumni 1983 , hal 8() . 

~ Prof R. Subekti, SH. , Hulmm Perj anjiao, Op. Cit ha! l 8. 
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a. Uitings theorie (teori saat melahirkan kemauan). Men rut teori in1 
perjanj1an terjadi apabila atas pe awaran telah dilahirkan kemaua 1 

menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dap t dik takan tclah 
dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menuhs surat penerimaan. 

b. Verzen tbeorie (teori saat mengirim surat penerimaan). M nurnt teori ini 
perjanj ·an •crjadi pada saat peneri maan 'i irim k p· d ' i pcnawar. 

c. Ovangs theorie (teori saat penerimaan surat ' nerimaan ). M nurut tc )ri 
inj perj aPJ ian terjadi pada saat menerirna surat penerirn· an/sampai d1 
alamat si pen.awar. 

d. Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut 
teori ini perjanj ian baru te~jadi bila si penawar telah mernbuka dan 
mernbaca surat penerimaan itl . 9 

Walaupun telah tcrdapat su.atu kata se akat diantara para pihak, n mun da 

kemungkinan bahwa perjanjian yang telah terjadi itu tidakiah meru;)akan suatu 

pe1janjian apabila terdapat cacat dalam kata sepakat itu. 

Dalam pasal 1321 KUHPerdata dinyatakan bahwa tiada sepakat yang ah 

a abi!a sepakat itu diberikan karena kekhilapan, atau diperoleh den •an pak. aan a.tau 

nipuan. 

Jadi apabila terdapat sepakat yang diberi an arena kekhilapan, paks n atau 

n.ipuan maka sepakat para p]hak ini diangg<. r tidak pemah t ja i dan pcrjan.i ian 

y ng telah diadakan itu dapat dimintakan pembaiab nnya. 

Sedangkan Sudikno Mertokusumo, hanya menyebutkan tiga t on u tuk da 1 at 

menge ahui kapan saatnya terjadi suatu persesuaian kehenda1
, ya g ngatabn 

agai berikut : 

Teori pemyataan yang menyatakan ahwa persesuaia kehendak terjadi 
pada saat si penerima menyusun kehenda nya itu dalam b ntuk urat atau 
telegram. 

9 Ridwan Syahrani, SH., Seluk-beluk d:m Asas Hi.:lmm Perd~ta. Bandung • · lu nni, 1985. 
31 ~ . 
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a au orang lainnya yang tidak cakap untu me!· k an perbuata .. ttJak dap· t menJ .. ga 

kepentinga..11 mereka. Menurut Undang-undang pihak lawan tida.k da .t me. 1ajukan 

pembata1an. Dengan kata lain pihak yang oleh undang-undang dib ri perlind m~ n1ah 

yang memihki hak mengajuka n pembatala n. 

Dalam hal meminta pembata1an m t, o ch pasal 14:4 K J i· Perda !:'! di nnasi 

sampai bata tertentu, yaitu 5 tahun. Waktu mana mulai b r ak daJam h I in i 

ketidakcakapan suatu pihak , sejak orang-orang ·ni cakap menurut hukum . Da am hal 

·pa aan, sejak hari paksaan itu mulai berakhi r dan daiarn hal kekhilaµan atua 

penipuan, sejak hari diketahui nya kekhilapan atau enipuan ters but. 

~!aka dalam hal adanya kekurangan mengenai syarnt subjekti f, oleh dang-

und ng diserahkan kepada yang berkepentingan, apa1·ah ia menghe1 dak i pe1. batalan 

perjanjian atau tidak, jadi bukan batal demi hukum tetapi hams di . intakan k •pada 

im di persidangan. 

K ecakapan ( !ntuk M 'mhuat I'crikatan 

Untuk me1 buat suatu perikatan haruslah oran~-orang yang c kaf' rti nd · 

daJ m hukum k cuaL ya ,g ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dinynta al 

ga jelas dalam pasal 1329 KUHPerdata yang berbuny ". ' \ . ti1 p ornng ndal::ih 

p uI1tuk membuat pe ·katan-perikatan, jik olel u.ndang-undang tid 1.k din ·ata.l.:an 

cakap". 
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Dari bunyi pasal l 329 KU!-IPerdata t<:rs,.but dapatlah diambil kt;s1mpulan 

bahwa setiap orang adalah cakap untul mernbuat perik tan, hal ini ber' rti baln ·a 

setiap orang dapat ikut serta dalam hubungan hukum dan dapat be1 as menj !a ~- a. 

hak-hak1 ya. Nam un demikian, sudah menjadi kenyataan hahwa mam :1a dal am 

keadaan tertentu tidak dapat menjalankan sendiri hak-haknya. O!eh karena itu 

mereka harus dinbantu oleh orang-orang lain dan k dudukannya disebut seb ai tidak 

cakap bertindak dalam hukum. 

Apabi la kita hendak meli hat s1apa-s1apa yang tidak calcap b rtindak da! 111 

ukum itu, maka kita dapat menemukann a sebagai mana dit ntukan d0 larn pasal 

i 330 KUHPerdata yang 1enyebutkan, antara lain ; 

a. Orang-orang yang be1um dewasa 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pen'rampunan, dan 

c. Orang-orang perempuan, dan pada umumnya semua orang pada siapa 

undang-undang telah melarang membuat persetuj uan-persetuj uan tertentu. 

Ad.a. Orang-orang yang belurn qewasa 

Dalam berbagai peraturan undang-undang yang kini berlaku di !ndon s;a, 

ukuran usia de\vasa di tentukan berb da-beda antara undan - ndang yano salu 

dengan undang-undang iain. Sedikitnya ada 3 ukuran ic dewao:;a yang kini 

berlaku di Indonesia, se1 agai mana terdapat da1am : 

1. UU Kerja No. 12 Tahun 1948, orang dewasa adalah orang laki -laki atau 

wanita yang berusia 18 tahu.n ke atas . 

2. KUHPerdata pasal 330 menetapkan umur dewasa adalsh umur l ta mn 
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3. KUHPidana pa al 45 menentukan orang be! um dewasa ada ah y ng bdum 

berurnur 16 tahun. 

Ad. b. Mereka yang ditaruh di bawah penga unan 

Mengcnai hul ini dapat k ita lihat da lam p al 4 3 KUI !Pc data ya n • 

mengatakan setiap orang dewasa, yang selalu berad.a d am keadaan dungu. 

sakit otak atau rnata gelap, , arus ditarul di awah pengamp nan, pun 31. · i::1 

kad.ang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. 

Dalam hal m1 pembentukundang-undang memandang ahwa y .ng 

bersangkutan tid.ak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan -arena itu 

tidak dapat bertindak untuk rnengadakan perjanj ian. Sehi r Pga. kata Mariam 

Dams Badrulzaman, dalam bukunya "Menuju Hukum Perikatan Indonesia" : 

"Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang d iletakkan di bawah 
pengampunan itu mengadakan pcrjanjian, maka yang di wakilinya musing
masing adalah orang tua dan pengampunnya". 13 

Ad. c. Orang-orang pcrempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh ur dang-ur.d ng, dan 

pad.a wnumnya semua orang kepada siapa undang-undan telah m larang 

membuat persetujuan-persetuj uan tertentu. 

Sebelum keluarnya UU Pokok Perkawinan No. l Tahun 1974 seorang iste i 

yang tunduk kepada KUHPerdata untuk meiakukanperbuatan hukum tanpa 

hantuan suami. 

13 Prof Dr. Mariam Darus, SH., Menuju Huku m Perik::tirn indont's ia . 1edan (an, 11 
P ; it , i 986, hal. 8 i. 
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Selain ketentuan yang diatur daiam pasa! 105 KUHPerdata, mengrnat 

ketidakcakapan seorang perempuan bersuami hertinda . dal m hukui , .J ug. 

diatur dalam pasal 108 KUHPerdata. Akan tetapi dengan keluam a • urat 

Edaran Mah.karnah agtmg No. 3 Tai1u 1963, maka ketentuan dal m pa al I 08 

KUHPerdata tersebut telah dinyatak.an tidak berlaku. 

3. Tentang suatu ha/ tertentu 

Menurut pasal 1320 KUHPerdata syarat ke 3, untuk sahnya s ·atu persetujuan 

ada1ah tentang suatu hal tertentu. .Artinya apa yang diperjanjikan hak-h k dan 

ewaj iban kedua belah pihakj ika timbul suatu perseli iha . 

Persetujuan yang dilakukan tidak saja mengenai hal-ha1 ·ang se ara t ga_ 

· ebu kan, akan tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat per·etuj i.an , 

d" haruskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasaJ 1339 K HPerda a. 

· asa disederhanakan penuhs), dan hams pula sesuai dengan apa yang di isyarat.kan 

pasal 1338 KlJHPerdata, yaitu :persetujuan-persetuj uan harus di iaksanakan dengan 

1khti. ad baik. Pada pasal lain disebutkan, hal -hal yang menurnt kebiasaan sdamany · 

di janjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan ( p ~ 134 7 

erdata). 

Suatu sebab yang halal 

Untuk hai ini undang-undang tid.ak memuat esuatu pengert ian yang jelas. Prof. 

i 
Dr.. 'am Darns BadrulZ? .. Jnan, SH, mengatakan sebagai berikut : 
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"Bahwa yang dimaksud d ngan kausa bu anlah hu ungan "-'.: ab akiba', 
s~hingga pengertian 'ausa di sini ti 'ak1ah mempuny i nubungan ~.am; 'ckah 
d 

. (, , . . _, 14 
engan aJaran ~au:a!!teit . 

Menu.rut Prof Sub : ti, H, d.alam bu.\. nya, H k· m Perja ~ian" ang dima: sud 

denga?J sebab atau kausa dar· suatu perjanjian adalah i 1 dari ·- rja.'1_.j;a;., itu sendiri"'' 

Mennurut J1 risprudensi, «Yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi tau m 1<su11 

, . . . . " 16 
aar peIJaPJ an . 

Sedangkan KUHPerdata sebagai man· . d1muat l~~ lru 1 ·a:· i 1 _; 1, di .,e utkan 

bahwa pengertian kausa atau sebab yang h ' ai itu, harus dihhat dari sudu1 pandang 

undang~undang, keterti? an ffilli"'l1 dan kes1rila n. Jadi apa1 iia t..erte t r1gar1 dengru 

und-:.ng-und'·ng, ketertiban umum dan kesusilaan, maka ti a diperkenr Jum atau 

p-rnctuj u n i u halai demi hukum . 

.._,ebaliknya, apabiia dalam suatu pel.Janjlan tidak diny takai s suatu eba 

tetapi dalam perjanj ian tersebut terdapat sebab ya1 g halal , rnaka perj nJ1 r itu ~ah 
' 

Di dalam hukmn perjanjian, undang-un ang telah mengatur beberap., ketentuan 

y ig me_ jadi dasar dari perjanjian yang ;·sebut sebagai asas perjanj ian, ntar! l.ai1 · 

1. Asas Terbuka 

Asas terbuka se. ·ng juga disebut s bacrai a as kebebasan erkontrak A · s mi 

terdapa dalam pasa1 _3 g "' UHPerdata ayat ber uny·, "<;;'.emua r- n, 'tujuan 

14 Prof. Dr Mariam Dan.is Badrulzaman, SH, Ibid, ha! . 82. 
15 Prof Ssubekti, SH., fh1imm Pfl .. anjfan, 0 . Cit, hal. 20. 
16 Prof Dr. Mariam Da.'1.ls Badrulzam, .... n, SH, Loe. Cit. 
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yang dibuat secara sah berlaku sebagai u ,dang-u_ " 1 g bagi me ·ka ang 

membuatnya". 

Namun hams diingat, sebagai man diseb tkan dalam s• b · ab rda ul , ,ah < 

isi dari pcrjanj ian itu i ak mcl anggar ketcrt' b n umur dan kes 1. ilaan ~crta 

undang-undang. 

V1enurut Prof Subekti , SH, sebagai1 ana ia katakan da larn bukL n 1a, Ht ·um 

Perjanjian, bahwa ; 

"Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah ,!ah 
berisikan suatu pemyataan kepada masyarakat bahwa di preb lehkan m mbuat 
perjanjian yang berupa dan berisi apa saja da.11 perjanjian itu akan rnengikat 
mereka yang membuatnya seperti undang-undang, ata u d ng' n p_r at«an lain 
dalam hal ini perjanJian kita diperbolehkan membuat unoang-undang bagi kitu 
senditi . Pas .1-pasaJ dari hukum perjanjian berlaku pabi1a atau sekeda kt a 
tidak mengadakan aturan-aturan scndiri dalam pcrjan.· ia.n-perjimj inn ang k i ta 
adakan itu" .17 

Jadi apahila dirujuk kepada pasal 37 KlJHPerdata maka sebenamya '!Sal · rn 

telah berkurang kebebasan y ng dita varkannya. Artinya pasa1 1337 ela' 

membatasi kebebasan yang disc<liakan olch pasal -pasal 338 KU! IP ... rdat , 

yang n1 emberi kebebasan untuk melakukan persetujuan. 

Asas Konsensualitas 

Prof Subekti, ..,H, dalam bukunya, Hukum Perikatan m.,ngatak,.n sebagai 

berikut : 

"Dalam htLl.;:u1n per3anJ1an berla.ku suatu asas yang dinama1 a, . s 
konsensualitas. Perkataan ini bcrasal dari I -r ataan latin 1aitu Co s nsus "n) 
"k " 18 artmya sepa at . 

11 Prof ."ubc:kti ., ll ukum Pe1·j1rnjian , Op. Ci , h11l l 'l 
18 Ibid , hal. 15. 
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Menurut asas konsensualitas tesebut, dapat disimpulkan dari ketentuan yang 

diatur dalam ketentuan um um mau un dalam , etentuan ' hu us mengenm 

perjanj ian-perj anjian tertentu, seperti j u.al be!i, sewa menyewa da 

lainnya. 

Asas konsensua.iitas inj disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata, yang 

menentukan 4 syarat sahnya suatu persetujuan, yaitu : 

l. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Dalam pasal tersebut tidak diisyaratkan SLrntu formalit.as tertentu disa.mping 

sepakat yang telah terjadi. Seo1ah-ol ah disimpu1kan bahwa sctiap perjanjian 

telah absah (sarJmengikat), jika telah tercipta sepakat dari pokok 

persetujuan/perjanjian itu. 

Padahal terhadap asas konsensualitas in i juga ada yang memernerlukan syara t 

tambahan, yaitu terhadap perjanjian oleh undang-undang ditetapkan formal itas

formalitas itu., misalnya perjanjian penghibaan, j ika mengenai bend.a t.ak 

bergerak harus dengan akte notaris; perjanj ia.n perda 1aian haru diadaknn 

secara tertul is. 

3. Bersifat Pe1engkap 

Hukum perjanj ian adlah bersifat pelengkap. Artinya ketentuan-k tentuan 1ang 

telah diatur da1am undang-undangfhuk um perj anj ian bolell dikesa.mpingkan bila 
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para pihak yang mcmbuat suatu perjanj 1an menghcndakinya. 

d ibolchkan mcngatur scndiri kcpentingan mcr0 ku da lam pcrjunj ian yang mad.a 

adakan. Bi la mereka tidak mengatur tentang s esuatu hal, maka h.al itu ak.an 

tunduk pada Undang-undang. 

4. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata sebaga· mana dirnak udka 

kalimat "sebagai 1Jndang-undang bagi mereka yang membuatn a''. Jad i, oran1.; 

yang ingkar janji dalam pandangan asas ini, diartika.n sebagai pemgin 1kara1 

terhdap Undang-undang. 

5. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini juga terdapat dalam pasal 1338 ' UHPerdata . Kalirnat ya g 

menekankan kepastian hu 'Urn dalam pasal in i dijump pada "alin at 

. "persetujuan itu tidak dapat di tari k kem ba ii", k cua li dan sepakilt kedua b ·lah 

pihak, atau karena aiasa.n-ala an yang o1eh Undang-undang ukup untuk itu . 

6. Asas Itikad Baik 

Jika melihat pasal-pasal mengenai persetujuan, akan terlihat asas ini m ndapat 

penekanan scbagaimana d iscbutka n dalam pasal 13. 8 K 1 Ji !Pcrd· ta :; ung 

menyebutkan " persetuj uan-persetujuan harus dilaksanakan der.gan itikad b ik" 

Arti yang menyerupai kabmat itu dijumpai dalam pasal 1321 KU ' rdata. 

7. Asas Kepribadian 
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para pihak yang mcmbuat suatu pc1JanJ1an menghendakwya. '1 ·r ·k 

dibolchkan mcngatur scndiri kcpentingan mc p·ka dal am pcrjunj 1an yang rnt:rda 

adakan. Bi la mereka tidak mengatur tentang esuatu ha!, maka hal itu akan 

tunduk pada Undang-undang. 

4. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini terkandung dalam pasal 1338 KU1-IPerdata sebaga·mana dimak udkan 

kalimat "sebaga1 Undang-undang bag] mereka yang membuatnya''. Jadi , oran~ 

yang ingkar janji dalam pandangan asas ini, diartikan sebagai perngingkaran 

terhdap Undang-undang. 

5. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini juga terdapat dalam pasa! 1338 KUHPerdata. Kalirnat yang 

menekankan kepasti an hu 'Um dalam pasal ini dijump pada · ali ma t 

. "persetuj uan it u tidak dapat di tarik kemlr ii ", k c ual i dan sepakat kedua l · lah 

pihak, atau karena alasan-ala~an yang oleh Undang-undang ukup untuk itu . 

6. Asas Itikad Baik 

Jika melihat pasal-pasal mengenai persetujuan, akan terlihat asas ini mendapar 

penekanan scbagaimana di scbutkan dalarn pasal 13. 8 KUl !l crdata yung 

menyebutkan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan der.gan itikad bai k" 

Arti yang menyerupai kalimat itu dijumpai dalam pasal 1321 KU.' rdata . 

7. Asas Kepribadian 
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Memffut pasal 1315 KUHPerdata maka pada u.rnwnnya tiada seorangpu 1 dapat 

mengikatkan diri atas nama se diri atau meminta ditetap: an 'a s atu jan_J 1 

melainkan untuk dirinya sendiri, kecual · : 

Janji untuk pihak ketiga 

Perjanjian garansi 

Inilah antara lain asa-; yang terkandung dalam bukum perikatan, yang ber a itan 

dengan persetujuan yang dilakukan oleh Pertarnina dengan pengusaha SPB . 

Akibat Hukum Dari Sustu Perjanjian 

01eh karena p ncliti an ini akan membahas tcntang persetuj uan yan -~d i la ' U -- an 

. antara Pertamina dengan pihak Pengusaha, maka pada sub bab ini pembaha san 

mengenai akibat hukum dari perj anjian diarahkan kepada yang berkena.an den ,an 

bentuk perjanjian. 

Karena itu urutan pembahasan akan dimulai dari akibat hukum yang dilakukan 

secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata jo. pa al 1338 

KUHPerdata. Kemudia.'1 akan dilihat pula akibat perjanjian yang di!akukan dimana 

syarat objektif yang diatur dalam pasa1 1320 KUFfPerdata tidak terpenuhi , te1ah itu 

pembahasan tentang tidak di penuhinya syarat subjektif. Sete lah itu ak 1 dibicara ·an 

pu1a mengenai kernungkinan dari para pihak untuk melaksanakan hal-hal ·anc• te!ah 

disetujuinya dalam perjanjian atau menyimpang dari perjanjian. 

Tert adap akibat hukum dari perjanjian yang denikan itulah yang ura1 ·an 

d.alam sub bab ini . 
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Terhadap persetujuan yang dilakuka,, secara sa c· bagaim, na diatur dala111 

pasal 1320 jo. pus< i l338KUl !Per at 'l, m ·nerbitka 1 ·n ' ·atun tcrhadur mnt:h< da11 

dengan demikian eriakulah sebagai Jndar.g-undang bagi mer 1 a. Dari perset11juan 

itu lahirlah hak dan kewaiiban bag· para pihak. 

Diantara para pihak terjadi hub·mgan huku i•, yang engan :tu pihak yang satu 

berhak menuntut sesuatu hai dari pihak ya 1g lai. , yan erL-ewajiban memenuhi 

tuntutan itu. Jadi perikatan ia 1ir .ari perjaniian itu, melahir. <. n h k dan kcwajiban 

unt 1k memberikan sesuatu, bcrhuat sesuatu , at" u un1u tid •. k tv· rbunt . '~untu ( pa;;;a 1 

J 233, : 234 KUHPer ata). 

Apabila salah satu pihak 'alai. melaks nakan kewaji' 1:mnJ yan mem 0
.\ ·a 

ke. 1gian pada pihak lain, maka p iha yang dir· gikan dapat men ntut g nt1 ker igi a 

ang dideritanya dan untung yang sehan.isny dapat di .ikmatiny (psal i 24f. 

KUHPerdata). 

Adapun dalam hal per etujuan yang tid k menyebutkan den an jcla. tentang 

'. . . ·1 
apa yang arp .... IJanJLirnn secar .enyelur h dan rnendetail, namun hal-h i yang 

menurut kebiasaan selamanya diperjanjika , maka secara diam-di m hal itu telah 

termasuk da]am persetujuan, me~k1pun tidak denga teg:.. s disebutk 1 (... !347 

dan pasal 1348 KUi-fPerdata). Dan tentan' keperluan --ala atu ihak yang tida , 

secara tegas disebutkan akan tetapi masih dalam rangkaian kepenting n r ihak lai1 . 

maka kewaj iban baginya un.t '1
' melakukan kepentingan itu, namun biaya untuk Hu 

dapat, uia ia mintakan dari pihak ',epada piha mana ia melakukan persetujuan (pa..:a l 

13 4 dan pasai 1357 KUI-fPcrdata). 
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Apabila salah satu pihak tidak melaksru akan ketentuan-ker ntu.an y ng telah 

disepakatinya, a u menu rut ke, iasaan sdamanya dipcrjan.1ikan, t u 1" 'mt 

rangkaian kepentingctn pihak lain berkenaan den 1 n pers tujuan (pasal 1320, 1338, 

1343, 1347, 1348, 1354, dan pasa] 1357 l,. UHPerdata) maka kepa a piha; yang tichk 

melaksanalr...an persetujuan itu dapat dituntut karena telah ingkar janji (wanp esta i) 

Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Huk m Perjanjian, mengatakan : 

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur lapal b rupa empat 
macam: 
1. Tidak me1akukan apa yang disanggupi a.kan di! kukannya. 
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak s bagaimana dijar~ikan 
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terl ambat. 
4. Meiakukan sesuatu yang menurnt perjanjian tidak boleh dilaku ·annya. 
Terhadap kelalaian atau keaipaan si bern•ang itu (si berutang atau debitur ad lah 
pihak yang wajib melal ukan sesuatu), diancarn beberapa sanksi at· u bt.kuman. 
Huku an atau akibat-akihat yang tidak cnak hag· dehitur y ncr l lai tadi dH 
empat macam, yaitu : 
1. Membayar kerugian yang diderita olch kreditur at u dengan ·ingkat 

dinamakan ganti rngi 
7. Pembatalan perjanjian atauj uga dinamakan 'pemecah' perjanjian 
3. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di mu a h21.kim"'. t'l 

Seianjutnya beliau mengatakan : 
"Jadi kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hingga .anya meliputi .... erugia.n 
yang dapat diduga clan yang merupakan akibat !angsung d.ari wan pre tasi". 20 

Dengan demikian menu.rut hemat penuhs memadailah ekeda.r keterangan 

m ngenai akibat hukum suatu perj anjian yang dilaku ' an secara sah sesuai d .gan 

ang diatur dalam pasa1 1320 dan pasal 1338 KUH Pcrdata. 

Tidak demikian halnya dengan perjanjian yang dilak1 k n, yang s. ·arat 

•)hjektifnya t1dak terpcnuhi . Yang dimaksud sebagai yarat objektif dal. m ha! 1111 

19 Prof R. Subekti. SH.. Hokum Perj :mji.1m , Op. Cit. hal 43 . 
20 Ibid. , hal. 46. 



adalah tentang suatu sebab yang halal. Dalam persetujuan yang ddak anak· n tanpa 

terpenuh inya syarat yang tersebut di ata , maka perj anJi an itu 1idak meng1hat ha g1 

mereka yang memperjanj ikannya dan pe-i:janj ian itu demi hukum din atakan hatal , 

sehingga persetujuan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan demi!· ian maka tiada 

dasar untuk saling menuntut di muka hakim. 

Berbeda puia halnya dengan suatu pe~j anjian yang dilakukan d . mana . yarn1 

subjeklifnya tidak terpenuhi . Tentang hal dem iki ~n itu berkata lah Pro f. R. :ub kti , 

SH, dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian, yang mengata n sehagai Lerikut : 

"Dalam ha! nya suatu syarat subjektif, maka j ika syarat-syarat itu t1 ·1 k 
terpenuhi , perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi salah salU pihak 
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak an 1 

dapat merninta pembata1an itu adalah pihak yang tidak akap ata i pihak yan • 
memberikan sepakatannya (perizinannya) sccara tidak behas Jadi pe~jnnj i ; n
perjanjian yang telah dibuat itu mengikat j uga, se lama tidak d1bata kan ( l k h 
hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembata!an i . Dengan 
demikian maka nasib suatu perjanJ ian seperti itu tidaklah pasti dan t rgantung 
,pada kesediaan suatu piha.k untuk mentaatinya. Perjanj ian yang demik1a 
dinamakan "Voidable (lngris) atau "Verhiettigbaar" (Beianda ). Dia selalu 
diancam dengan bahaya pembatalan ("canceli ng"). Yang dapat meminta 
pembatalan ada1ah, dalam hal nya seorang anak yang belum dewasa, anak itu 
sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal nya .,. rang 
yang berada di bawah pengampunan . Dalam hal seorang yam! elah 
memberikan sepakat atau peri zinannya secar tidak bebas, re ng itu scndin 
Bahaya pembatalan ]tu mengancam selama 5 tahun (bacalah pasal l 54 
KUHPerdata), jadi herhatas juga oleh undang-und ng. Meman, se ala scsu.atu 
yang tidak tentu itu selalu dibat.asi oleh Undang-undang, demi untu! keamanan 
atau ketertiban huk:um. Bahaya pembata!an yang mengancam itu da1 t 

dih ilangkan sedemikian dengan penguatan (' 'affirmation") oleh orang 1ua'wa!1 . 
atau pengampunan tersebut. Penguatan yang demikian itu dapat t rj di sec ra 
tegas, misalnya orang tua, wa.h itu dapat terjadi secar.a tegas, misalnya r rang 
tua, wali atau pengampu itu menyatakan der.gan tega mengakui at.au men aaf 
perjanj ian yang telah diadakan oleh anak yang belum dewa a ataupun d 
terj adi secara diam-diam , misalnya orang tu , "'rali atau penga npu itu 
mernbayar atau rnemenuhi perjanjian yang telah diadakan oleh ana itu. tau 
orang yang dalam suatu perjanj an tel ah memberi kan sepakatnya se · ra idc k 
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bebas, dapat pula menguatkan pe~janjian yang dibuatn a, baik sccara t e~· as 

maupun secara diam diam". 21 

Jadi sepanjang tidak demikian pembatalannya, maka pe!JanJian iru mengikat 

terhadap satu sama Jain mereka yang mengadakan perjanjian tersebut. Yang 

sekaligus berikut sanksi-sanksi atas kelalaian atau cidera janj i 'ang dilakukai. pa a 

pihak. 

Tentnag aki bat hukum dari suatu perjanj ian yang aiah satu pi hak menyi mpan • 

atau melakukan di luar dari yang telah diperjanjikan, hal ini dn pi kita ' a it k11n den •a 

beberapa prinsip dan pasal yang terdapat aalam pernnda g-undangan. 

Dikenal dalam i1mu hukum satu asas lex specia li de rogat lex general is, yang 

. bermakna, hal-hal yang khusus mengenyamping ran hal-hq l yang um um. Overm cht, 

keduanya sangat mempengamhi terhadap pertanggungj waban par pih · l yang 

mengadakan persetuj uan. Kedua hal te rsebut dapat dij umpai dal· m penmd ng·· 

u..11dangan, yang masing-masing dalarn pa al 1 KUH Dagang akan t ... tapi pnns1 r 

demikian juga menyangkut terhadap setiap peraturan perundang-unda1 gan ·raJ<lt 

Scdangkan mcngenai kcadan n rncmaksn dnp<il kita lihut dalum pnsnl l 44 dnn J _ 4 ~ 

K UHPerdata. 

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat diambil beberapa point pent ing, 

berkenaan akibat hukurn dari suatu perjanjian, antara lain : 

Persetujuan sebagai hukum, memberikan hak dan a.tau kewaj iban b i yanb 
mengadakannya. Jika persetuj uan yang di perbuat secara sah tidak dipen 1h1 

maka pihak yang tidak memenuhi kewaj iban, lalai ( wanprestasi) ter ·ebut 
dapat dituntut di muka hakim, untuk rnembayar gant i I erugian. 

21 Ibid ., hal ! 9-20. 
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Perjanjian yang dibuat tidak memnuhi syarat objektif, tidak ·,e rak1bat 
hukum. Akan tetapi tidak terpenuhinya syarat suhjek ti L tidak hata1 dcn.1 
hukum, mc!ainkan dapat Ji inta ki n I ·mhutala nya. J1' u 1cm nt ian 11<luk 
dimintakan, maka perjanjian sah d.an mewaj ihka kepad 0 rnc rckn untu l-. 
memenuhi pe1j anj ian yang mer ka lakukan. 
Salah satu pihak dal· m keadaan tertent dapat behas dari ke\. , j ib u ltuh 
memenuhi kewaj iban sesuai perjanj ian, apabi la a' any k adaa memaksa, 
kreditur sendiri telah la1ai atau kreditur t ah mel""paskan haknya untu \... 
menuntu gant' rugi (pelepasan hak), dapat juga k rena hal tertentu yang 
berkenaan dengan profesi/keadaan salah atu pi hak. 22 

Jika perjanjian itu sah atau tida , di mintakan pembatal nn_•a, maka t ·r ladap 

pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya yang terbit dari persetuju.an yang 

djsepakatinya, maka ia dapat d1tuntut di muka hakim dengan tuntut n s ··ha ai. ana 

dikatakan Prof. R. Subekti , SH., yang menyebutkan : 

" ... .. . ... .. krcditur itu dapat memilih tuntutan-tunt utrn scbagai bcrikut : 

1. Pemenuhan perjanjian 
2. Pernenuhan pe~janjian disertai ganti rugi 
3. Ganti rugi saja 
4. Pembatalan perjanjian 
5. Pembatalan disertai ganti rugi" n 

Demikianlah pembahasan tentang akibat hukurn dari suatu perjanj ian. 

E. Berakhirnya Suatu Perjanjian 

Berbagai hal dapat menyebabkan berakh irnya suatu perJaJlJian. Dal am 

per~etuj uan untuk melakukan sesuatu, persetu~ uan itu akan berakhir apabi la hal it u 

telah dipenuhi , atau apabila ha! yang telah disetuJui itu hanya dapat dip nu i oich 

22 Ibid , hal 52. : Dapat juga dilihat pada Sri Ra.hayu Kartini, dalam Skripsi beli u b rjlldu l 
Ma aiab Pernmggungjawaban Perdata Dokter Tamu d i Rumah Sa kit, Medan . cs· ·, J 988, hal 

4. Menurut hemat penulis keadaan semikian tidak hanya berlaku un:uk perbuatan meianggar huk um 
e api juga wanprestasi 

23 Prof R. Subekti, SH ., Hokum P erja njian , Op Ci t Hal 5 1. 
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salah satu pihak, mak<> p~rpn_)lan itu akan berakhir dengan men;ngb>ainya debttur 

(yang ber e · J! ,an untuk itu) Misalnya untuk 1nelakukan permva!an ·1trn 

mengadakan pertunjukan. Hai itu hanya dapat dilakukan/d:pertan gungjawabkan 

oleh salah sat1 pihak setela ia meninggal dunis ma:a penk.atan a au pcr<:.e u~uun 

yang mereka 1aku an kan berak' ir dan tidak dai at dibeban·~ n kepada ahli wans .ya. 

Demikianpui. pasal 1381 KU!-IPerdata memberi p"'doman tc. tu. g hapusn ·a 

perikatan , yakni :khr na pembayarnn, karcw_ pembayaran i nai dii kmi deng~ 

penyimpanan atau penitip n, karena pembaha a. hutrmg, ·arena p rjumpaan hutang 

atau ko pensasi, karena musn hnya bar' ng yang temta , kar na ke' 

pembatalan, karena berlakunn. a syarat batal, dan karena iewat waktu. 

Sesungguhnya cara y n disebu.tkan di ata.c:; he!umla 1 !e1o 0 ka. , ~~are .a masih <la 

cara lain bagi hapusnya pe· ikatan, "mi ainya berak.1irnya suatu k ... tetapafl \ aktu 

dalam atu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dal rn ' ,ber pa m ca 1 

perjaruian".24 

Berakhimya perjanjian be beda dengan berakhimya pe 'katan . ~uatu rik· tan 

mmigkin sudah b rakhir, se angkan perjanjiannr y· g merupakan u herma. 

masib ad.a. Misalnya pada perjan)an jual heli , d_n an d iba•·amya harga. maka 

perikatan mengenai pembayarnn menjadi hapus, eda. el\a,, perjanjiannya bclum. 

karena perikatan meng nai penyerahan barang b.., lum terlaksan· . 

Sebaliknya berakhirnya ~v~ rj anj1an dapat pul· m ngakibatkan ber khi .ya 

perikatan-perikatannya, yaitu bila suatu perjanjian ber khir e .gan be la'.u surut. 

---·----------
24 Ibid , hal 6 1 . 
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Misalnya sebagai akibat daripada pembatalan be dasarkan anpresta"' i (pas·:i, 1266 

KlJI lPcrdata), muka scmuu pcri ka la 1 y· ng tclah t.:rr c.i m njad1 t crukhi r. 

R. Abdoel Djami!, SH., da Lenawati "'edjapennana H., m nye )Utkan 

berakhirnya perjanj1an karena : 

l. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misal pcrjan_ 1an akan 

berlaku untuk waktu tertentu. 

2. l Jndang-undang mcncnt ukan b las b ·rlakunyasuatu ( 'r.1an.11an Mi sa 

menurut pasal 1066 (3) KUHPerdata di nyatakan, bahwa para ahli wans 

dapat mengadakan perJanJ mn sel ma waktu terte tu untuk ti ak 

rne1akukan pemecahan harta warisan. Tetapi ayat 4 pasal im dibatas1 

berlakunya hnya untuk lima tahun . 

3. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan bera .. 1<1 ir. Misal : 

Salah satu pihak meninggal 

Perjanjian persekutuan berakhir (pasai 1646 ayat 4 K UH Perdata) ji k·• : 

I. Dengan lewatnya waktu 

2. Musnahnya barang atau diselesa ikannya perbuatan yang . enj , 1 

pokok persekutuan. 

3. Atas kehendak beb;.rapa orang atau seorang se utu 

4. Jika salah satu sekutu meninggal atau di taruh di bawah 

pengampunan, atau dinyata' an pailit. 
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Perjanjian pemberian kuasa (pasal 181 3 UH.>erdaa) pemb·nan 

kuasa bt:rakhi r dl:n gan : 

1. Ditariknya kembali kuasanya oleh si kuasa 

2. Pemberitahuan penghentian kuasan a oleh kua. a 

3. Meninggalnya penagmpunya 

4. Paili tnya si pemberi kuasa maupun si peneriir a kuarn 

5. Perkawinan perempuan yang menerima kuasa a au membcrikan 

kuasa. 

Perj anjian kerja (pasal 1603 KUHPerdata). Hubungan erja berakhir 

dengan meninggalnya buruh. 

4. Pemyataan menghentikan (opzegging). Dapat dilakuka 1 kedu.a elah 

pihak atau salah satu pihak. Hanya ada pada eIJanJian ang bersifat 

sementara, misal pad.a perjanjian kerja, sewa menyewa. 

5. Perjanjian kerja berakhir karena putusan hakim 

6. Tujuan dari perjanjian tel ah t rcapai.25 

2 ~ R. Abdoel Djami!, SH., dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung .fawsb Hukum eorang 
Dok.tu Dalam Menangani Pasien, (Tanpa tempat : Abardin, l 988, hal. 73 -74. 
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BABlll 

SEKiLAS LINTAS TENTA NG PER' 'A !\H~ ,\ 

A. Sejarah Terbentuknya Pertamina 

Keberadaan Pertamina tidak terlepas dari catatan seja.rah yang cuk p pan.1 rig . 

Pada bagian ini penulis mcmulai uraian dari sisi juridis yalrni pada sa·.t pengni lnn 

daftar Undang-undang Pertambangan pada tahun 1956. 

Pada akhir tahun 1956, komisi negara urusan pertambangan dapat mengajukan 

draft Undang-undang pertambangan kepada parlemen sebagai pengganti "Mijmvet'' 

bikinan kolonial 1899, tetapi ternyata parlemen gaga! mengundangkannya pada 

· waktu itu. 

Sebelum pengaJuan Undang-undang tersebut, pada januari 1952, set "lah 

mengunjungi beberapa lapangan minyak di Sumatera Utara, komisi negara uurnsan 

pertambangan pemah mengajukan rekomcndasinya kcpada pemeri ntah. mcl !ui 

Dewan Ekonomi dan Keuangan pemerintah, yang isinya menganjwkan pengembalr n 

lapangan-lapangan itu kcpada Shell. Scbagai hasilnya, pada l Agust s 1952 , ka inct 

memutuskan untuk mengikuti anjuran tersebut. 

Tetapi per!awanan terhadap maksud pengembalian tambang minyak itu s . aki n 

bertambah-tambah, tennasuk tantangan yang berasal dar1 Komite Ekonomi alam 

parlemen. Persoalan lapangan-Japangan rninyak Sumatera ini menjadi pusat kontlik 

yang tak habis-habisnya pada masa itu. Pada 24 Oktober 1956 pemerintah ak irnya 

mengumumkan, bahwa tambang-tambang itu tidak akan dikembalikan k pada ~hel l. 
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Peraturan Pernerintah No. 24 Tahun 195" memperkuat penguasaan dan kontr lnya 

oleh Pernerintah Pusat. 

Di lapangan minyak itu sendiri, setelah keadaan yang ta menentu i u 

erlangsung 1ebih kurang delapan tahun, semua fasil i a m si . tetap d· iam keadaan 

hancur dan operasionai terhenti secara keseluruhan. 

Pada 16 Juni 1957, seke iom pok pcmimpi n niasyarnk<. t di Pan •kalan Hr ind n 

mengadakan rapat raksasa yang diperkirakan dihad iri lebih kurang I .000 on g. 

Mereka rnenuntu t supaya pemerintah segcra meng mbil a lih kepcng· rusan T SU 

demi kepentingan rakyat banyak, dan rneminta ,·upaya njualan be i tua yang 

di lakukan oleh koordinator TMSU scgera dihenti kan. 

Sebulan sesudah apat itu tanggal 22 .Juli J 957, Mcntcri Perindu trian Jan 

P ... rdagangan melimpahkan tugas tambang minyak Sumatera Utara kepada Kep· la 

taf Angk.atan Darat, yang pada masa itu dijabat oleh A.H Nasution. riori tas yang 

utama diletakkan pada rehabihtasi lapangan-lapangan yang ada supay ha.' i1nya d mt 

diekspor untuk mendapatkan dana bagi pengembangan selanjutnya. 

Pada I 5 Oktober 1957, A. 11. Nasution memhentuk PT. Eksplora i Tarnbang 

Minyak Sumat.era lJ tara (PT. F.TMSU) dan mcnunj uk Dr. lbnu Sutowo s ·ba!'al 

pimpinanya. Pada 10 Desernber 1957, nama p rusahaan itu diruhah menja i T 

erusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA) agar lebih ber ifat nasionaJ, d 

isahkan oleb Menteri Kehakirnan pada 5 April 1958. 

Dala.ill pada itu terjadi pemberontakan PRR! di Sumatera Utara pada Februari 

1958, perist iwa mana sangat mempengarnhi usaha pembangunan PT. PERMIN 
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Dr. Ibnu Sutowo dengan task force divisi Sri ijaya terpaksa mer gamankan 

dacrah-daera. di Pangka ._,n Bra; <lan & Pun i ' alan Susu ~upaya pck · 1~.a ' n n.:hub i! 1t;1-.: 1 

bi na berja!an dan rencana merg k_por inya<' m nt h dapat tc. ai ai"l" . 

Pada 24 Mei ! 958, etelah melalui d yn upaya yang hampir tidak Japa 

di1Jercaya, dilakukan pemuatan minyak mentah hasil produks pLrtama t·unba g di 

tempat itu ke kapal Shozui Marn (3000 dwt) sebanyak 13400 barrel atau 1.700 on , 

yang pada masa itu bernilai US$. 30.000. Pcrist iwa ini me. andai d1mulainya s 'Jarnh 

ekspor minyak yang pertama dari Sumatera Utara untuk Indonesia setcl h 

1remerdekaan. 

fad.a tahur. l 957 r, :rasaan anti Beland· kian hari kian meni gkat di rh.g n iu 

herhubung dengan masalah Irian Rarat. B rda:·arkan persetuj 1an KMB. perundm:..ran 

antara Belanda dan Indonesia mengenai peng mbal ian lrian Ba-at itu sud.at harus 

dimu!~i. Tapi ppihak Belanaa tetap saja memperiiha kan sikap yang ac t>ik ac · h. 

Akibatnya Indonesia menjadi tidak sab· r dan schagai tindakan bala an s mu 

perusahaan Be!anda yang ada d. indonesia diambil ii: , kecua!i S ell, . an ... . a 

pemiliknya bers ifat multi nasional. Mel ihat situasi yang tidak mengt nt•11g .an nu, 

maka dalam •.vaktu 6 bu!an semua personil Belanda di tcmpat itu , udah digant;kan 

oleh tenaga-tenaga berke angsaan selain Belanda. 

Daiam pada itu dengan peralihan pemerintah Belanda 1 e lndon-sia, a ·a status 

perusahaan minyak 1 Ll\J\1 juga turut bernbah. Lima pul , .., rs n sahamny yang 

se1 .1 la sahamnya milik pemer1ntah Belanda beral ih tangan ke Indonesia dan di tahun 

1958 namanya !a!u diganf J engim PT. Pe tambangan 
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(PEI MINDO). Pada tahun i 961 . tatus Pennindo di ubah menjadi PN. Pert· mbangan 

Minyak lndonesia (Pi PERT MIN) dan kei:j· sam d n an ~ ihak She 1 tct< p 

diteruskan. Di samping itu PN . Pertamin juga ditugaskan memon ·tor kegiatan 

perusahaan PA.l\JAM yang mendapat daerah l·e~i se!ua 81 juta acre d' sckitar 

Pekan Barn. Panam ada ah anak p ·rusahaan da, i Stndard Oil of Indiana. 

Perusahaan m1 mengada an perJanJtan dengan PN. Pertamin ·ang 

ditandatangani pada 1962. Perja jian ini didasarkan pada U . 44 tahun 96( 

mengenai minyak dan gas bumi yang merubah status hukum perusahaan- i •nu haan 

minyak asing di Indonesia, yang dalam isinya ditetapkan bahwa d noan '. eria:unya 

Undang-undang itu kepada perusahaan-perusahaan min ak asing tidak iberika n la<•i 

hak konsesi tapi hanya bertindak sebagai kontra ktor. 

Undang-undang ini b ru dijalankan setelah melalui perundingan yang be lani t

larut ,dengan tiga perusahaan besar asing di Indonesia, yaitu Sh I' , Sta.J v c dan 

Cahex, yang kemudian berakhir dengan persetujuan Tokyo. 

Kontra baru dengan Panam digunakan sebagai prototipe dari benluk perjanj ian 

yang dirundingkan dengan ketiga perusahaan asing tersebut pada tahun l 963 . Po ·ok

pokok persetujuan Tokyo itu kemudian dij adikan dasar dari b ntuk perjanjian 

Kontrak ( arya yang ditetapkan di Jakarta pada _5 September 19 3, dan diundangkan 

pada 28 Nopernber 19,..3. 

Lima elemen pokok yang terdapat dalam perjanjian rnntrak k rya ·1:u ada!ah: 



I. Masing-masirig perusahaan meiepaskan hak konse i yang di rikan cJ1 

bawah pcmcrintahan ko!onia dan sebagai 1antinya setuju untuk bertrndak 

sebagai kontraktor untu.k salah satu dari tiga perusahaan negara. 

2. Sebagai gantinya diberikan kontrak jangka 20 tahun untuk rn neruskan 

eksploitasi di daerah-daerah konsesi lama. Mereka diiz.inka11 m mbua 

aplikasi untuk menyelidiki dan mengembangkan daerah-<laerah baru ya g 

ada dengan kontrak jangka 30 tahun . 

3. Fasilitas-fasil"tas pemasaran dan distrihusi diserahkan pada ix:rusahaan

perusahaan negara yang mengontraknya dalam waktu 5 tahun de gan harga 

yang disetujui bersama. Per sahaan asing setuju rnenyediakan h sil-hasil 

minyak pad.a organisasi distribusi dengan harga pokok di tam bah US. 0, I 0 

per barrel. 

4. Aktiva-aktiva kilang akan diserahkan kepada pihak Indonesia dalam w ktu 

10-15 tahun dengan nilai yang disetujui hersama. Perusahaan a ing ber edi a 

rnembekali minyak mentah untuk kilang-kilang ini atas dasar h rga pokok 

ditambah US. 0,20 per barrel untuk jangka waktu yang iperlut·an clan 

dalam jumlah sampai den :ran 25 % dari minyak mentah dari lapanga ,

lapangan minyaknya di Indonesia. 

5. Keuntungan perusahaan asing dibab>i 60:40 dengan pernerintah. Pem rintah 

akan menerima minimal 20 % dari ni lai kotor minyak yang 'ihasi lkan tiap 

tahun oleh pernsahaan asing. 
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B. Kontrak-Kontrak 

Persoa!an prinsipal mengenai masa depan perusahaan-perusahaan a. ing di 

Indonesia nampaknya ketika itu telah berhasil di pecahkan. Kontrak 20 tahun untuk 

mengeksploitir daerah-daerah lama, kontrak l 0 tahun untuk m neruskan operns i 

kilang yang telah lama berdiri dan mengopemya dengan harga _ ang disetujui , dnn 

kontrnk 30 tahun untuk eksplorasi di daerah-daerah baru, semuarp·a ukup terjamin. 

Secara keseluruhan prospek-prospek perusahaan asing di Indonesia dalam tahun 

1964 lebih memberi harapan dibanding se abad sebelurnnya. Dari pihak perusahaan 

asing ternyata mereka tidak ingin menyembunyikan dan rnempersoalkan keperca;aan 

mereka akan bentuk perjanjian ini. 

Shell mendapat dua daerah di Sumatera Selatan dan satu daerah yang 

berdampingan dengan lapangan Tanjung di Kalimantan. Caltex m mp 0 roleh du~ 

daerah yaitu sebelah timur dan barat dari lapangan duri . Stanvac mend· pat s tu blo1· 

sekitar Lirik, Sumatera Tengah. 

Suasana cerah perusahaan ini tak berlangsung lama, karena pada akhir 1964 dan 

awa] 1965, terdapat tekanan-tekanan politik yang dilancarkan oleh unsur-unsur kin , 

baik dalam baJan lcgislatif' rna upun okh g ·rab 11 s~ r i kat buru 1 crhdap k.1•hadiran 

perusahaan minyak asing tersesbut di Indonesia. 

Pada akhir 1964, usaha perminyakan merupakan benteng bagi perusahaan asi ng 

di Indonesia yang masih dapat bertahan. Puncak kri . is terjadi pada 18 Maret 1965, 

ketika serikat-serikat buruh ki ri berdernonstrasi di instalasi peny u.l ingru d1 

Plaju/Sungai Gerong dan lapangan rn inyak Pendopo, ketika mereka menun ut upu_·a 
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harta preu ahaan diserahkan kepada pemcnntah dan sup ya p·"kerja-pd.;.cr a sing 

melepaskan jabatan mereka. Wala i pengambilan alih takm erj di , pemcrintah v;a\,;tu 

itu terpaksa membuat penguinuma , dengan menem patkan perusah n-pe !Sahaan 

minyak itu di bawah pengawas n pemerintah Indonesia. Demi pengamam.n dan jug.a 

untuk terus mengakui hak-hak perusahaan-perusahaan asing, diny tak n hahv;a 

tindakan tersebut bersifat sementara dengan tak mengura.rigi · ak-hak pern. ah an 

tersebut. 

Team-team kontrol dan pengawas lalu dibcntuk dengan beranggotakan waki! 

wakil dari perusahaan-perusahaan minyak negara. Direktorat minyak dan ga~ bumi , 

unsur militer, pegawai pegawai senior bangsa Indonesia di peru ahaan-perusahaan 

minyak asing dan wakil dari serikat buruh. Tugas tim in i antara lai n me1 gcce · clan 

mengamati semua urusan perusahaan, termasuk surat menyurat, eksport min~ ak, 

peng&manan, persediaan domestik dan Indonesianisasi staf pimpinan. 

Tekanan lebih lanjut terhdap pemerintah d< tang pada Ju i 1965, pada : aat 

berlangsungnya kongres Perbun (Persatuan Burnh Minyak) dimana pimpinan PK J 

secara terang-terangan mendesak supaya pe 1erintah melakukan pi.!n :ramhila!ihan 

terhadap semua perusahaan minyak asing di lnd ... nesia. 

Di samping tekanan unsur pihak kir" di at.as, pada saat itu pcrneri ntah telah 

memikirkan tentang pentingnya beidirinya sa u industri permi nyakan 1 a iona ! 

Untuk mencapai tujuan tersebut sebagai Iangkah pertama diternpuh jalan dengan 

empercepat pengambilan alih fasilitas-fasilitas pemasara.n dalam negen di.: ng n 

membeli fas ilitas-fasilitas distribusi mili k Stanvac, Shell d.an Ca!tex 



Antara Juli 1964 - Juh i 965, terjadi!ah penandatangan n 1 rsctujuan pcmhdian 

fas i1itas-fasilitas pemasaran dari Sheil, Stanvac da, Ca!te: dengan ~rtamm ckn!:!<ili 

ncar-ancar pembayaran angsuran 20 % setahun dengan jang._a ·aktu pelunasan li me 

tahun. Dasar pe, setujuan ini adal· h sc:uai is1 kontrak ka a. 

Selai n dari itu suatu perusahaan dalam program pengo ra 1ari kil' ng-kilan~· 

minyak di Indon-sia juga ditetapkan harus berjalan lebih cepat dari sem·1la. yaitu 

kurang dari 10 tah"n. Perundingan p>ngoperan la!1 dimu!ai Agu tus l c 65 , t juh 

setengah tahun seblum altunya. Atas inisiati f pihak Indon sia, im in~ 1 S 11 i da 

3 l Desember l 965 secara r smi rnenye ahkan s~ l uruh mi! ik She'. ! di In .• n s1a 

kepada menteri urusan m;nyak berdasarka pers tuj uan harga p m e' i n .~ebes r l lO 

juta dolar. 

Pembel ian ki lang minyak Stanvac di sungai Garong baru dilaksanak n paili 

1969., Pengopernsian laparnJ.an-lapangnn cks Shell n nupu. ki! mg Piuju "hk tknn 

ol h Pern1 ina yang kemudian dikenal sebagai Permi na 'Gaya Baru '. Akhi mya 

pemikiran tentang adanya satu kesatuan perusahaan minya. nasional menJadi 

terwtij ud dengan penggabungan Pertamin dar. Pemiina pada tanggal 20 g ·sttr 1968 

dengan nama PN. Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Ga., 

Bumi Nasional). Permigan yang sebelumnya berafil isas· dengan kekua an k : telah 

di lebur sebelumnya ke dalam Permina pada 12 Oktober 1965, heberapa ' iari s .... telah 

pecahnya peristiwa G. 30 S/PKI, pada saat mana Perrnina diserahi tanggu g jav1a1 

penuh akan manajemen seluruh operasi. Dcngan terintegra inya minyak n i nal tad i 
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di bawah satu kepengurusan industri perminyakan, [ndonesia melangkah me B u 1 

masa perjuangannya yang baru. 

C. Perjanjbm Bagi HasH 

Suatu era perminyakan barn tercipta dengan adanya si t m "Kontrak Bagi 

Hasil" untuk perjanj ian-perjanjian barn dengan perusahaan-perus h an mmya · nsm ' 

yang berminat beke~ja di Indonesia. Kontrak karya dengan Stanva dan Calte , 1ang 

sebelumnya sudah ada dapat berjalan terus sampai habis masa berlak unya. 

Sec ra h1storis perusahaan asing yang p ,rtama-tama mcnandatan11ani 

persetujuan kontrak bagi hasi l ini adalah IAPCO yang mendapat daerah le ;as pantai 

barat Jaut pulau Jawa pada 16 Agustus 1966 sejak it 1 hingga kin i t ,lah 

ditandatangani berpuluh-puluh kontrak bagi hasi1 dengan perusahaan minyak asing. 

Garis besar dari kontrak bagi hasil ini dapat dijelaskan sebagai herikut : 

1. Manajemen operasi perm inyakan berada di tangan Pertamina . 

2. Kontraktor bertanggung jawab kepada Pertamina atas pelaks- naan 

operasional. 

3. Kontraktor menyediakan kebutuhan keuangan d· n bantuan teknis ya g 

diperl ukan unt 1k operas ional. 

4. Resiko biaya operasi ditan gung kontraktor. 

5. Biaya operas1 dapat direcover sampai maksi mum 40 % dari total rn .·a : 

yun 1 J1 m~1il ur1 puJu ::iu tu luliu11 kukndi.:r 
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6. Produksi mi nyak setelah dipotong biaya operasi di bagi atas d.asar 6 % 

Pertamina, 35 % Kontraktor untuk produksi di bawa 75.000 barrel perhari. 

67 112 % Pertamina, 321/2 % Kontraktor, untuk produksi anta a 75.000 sarn i 

200.000 barrel per hari; 70 % Pertamina, 30 % Kontr ktor untuk produksi di 

atas 200.000 barrel per hari. 

7. Peralatan yang dibeli Kontraktor untuk mela sanakan prov. am ·eqa 

dimasukkan dalam b iaya opernsi. Setelah dimasukkan kc ndones1a 

peralatan tersebut akan menjadi mil ik Pertamina. 

8. Kontraktor setuju memperkerjakan tenaga-t na 1a Indonesia, :ang 

kwalifikasinya disetujui oleh Pertamina maupun yang kwal ifikasinya 

disetujui oleh Pertamina maupun Kontraktor. telah t raf pro uk 1 

ekonomis dimulai , kontrak1or diwajibkan mendidik dan mclatih tcnaga

tenaga Indonesia. 

Di bawah kepemimpinan yang dinamis dan di tunjang oleh semangut kerja 'ang 

tinggi Pertamina kemudian berkembang dengan pesat. Produksi minyak lndone ia 

( dalarn ribuan barrel per hari) meni ngkat dari 490 ( 1965 , 740 (1 969 , 1.340 ( 197 3 ), 

1.5 10 ( 1976) dan 1.620 ( 1979). 

Kemajuan-kemajuan yang nyata juga terlihat di bidang pengilan )an. • e au 

usaha··usaha perbaikan kilang-ki1ang lama di Pangkalan Brandan, )laju ( 110.000 

barrel per ha ri) sungai Gerong (75 .000 harrcl per hari), Bali kpap n (7( .000 p r arr ·l 

per hari), Sungai Pakning (50.000 barrel perhari) dan Ci lacap (100. 0 0 barrel per 

hari) . 
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Pabrik pencairan gas alam (LNG) dibangun di Arun sebanya 3 prose tram 

dengan kapasitas masing-masing train sebesar 60 000 barre l pe r hari 1,5 jula ton pe r 

tahun dan di Bontang (Kalimantan) sebanyak 2 proses train dengan kapasitas ma ing

rnasing seb<.:sar kbih kurang 65. 000 barrel per hari ( l ,6 juta ton per tahun). 

Pesatnya perkembangan Pertamina ini tentunya perlu ditunjang oleh . arana 

administrasi yang lengkap dan teratur. Untuk mewujudkan hai ter ebut pemerintah 

mengeluarkan undang-undang khusus untuk perusahaan perminyakan ini , yakni UU 

No. 8 Tahun 1971 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Pertan .ina. C iri 

khusus Undang-undang ini ialah adanya lembaga dewan kom isaris pemerint h roKP) 

Pertamina yang semula terdiri dari 3 anggota, yaitu Menteri Pertambangan sebag i 

ketua merangkap anggota, yaitu Menteri Keuangan sebagai wakil ketua merangkap 

anggota, dan kctua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas ) sehagai 

anggpta, tetapi sejak tahun 1974 keanggotaan nya ditamhah Mcntcri Peri dus rian da1 

Menteri Hankam. Dalam pasai 16 Bab VTI antara lain ~isebutkan : 

1. Dewan komisari s pemerintah Pertamina menetapkan kebijak"'anaan 

umum, mengawas1 manaJemen dan mengusu!kan kepada pemeri ntah 

langkah yang perlu d iambi l dalam rangka menyempurnakan manajem n, 

susunan direksi Pertamina. 

2. DKPP bertanggung jawab kepada Presiden 

3. DK.PP berhak meminta sega1a keterangan yang diperlukan k ,pada Direk i . 

Dengan adanya mekanisme kontro! ini diharapkan perkembangan kemajuan 

industri perminyakann di masa datang akan lebih mantap lagi. 
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D. Kegiatan Lepas Pantai 

Sejak industri ri1inyak dikenal Indonesia, usa ha pencarian minyak burni erhatas 

pada pencarian di darat saja ( ofshore) dan penggunaan teknologi yang terbatas pul· . 

Sementara itu sesudah perang kemerdekaan situasi kerja d ib .dang ini angat 

dipengaruhi oleh suatu iklim politik, istimewa antara 1960-1966, pada saat man 

kegiatan eksplorasi ma.;;kapai -maskapai minyak asing sangat dibatasi . 

Memasuki tahun 1966, keadaan lalu berubah set0 lah pemer'ntah ode . a 

memberi peluang besar kepada perusahaan-perusahaan asing unt uk mci kukan 

operasi, terutama di daera ieps pantai. 

Usaha pencarian lepas pantai ini dirintis pertama kali pada akhir l 65 ! ·h 

sebuah perusahaan Jepang, JAPEX, engan terlehih dahuiu me aku:·an bcberap< 

survei di lepas pantai Sumatera Utara. Usaha tersebut kemudian 1su:ul oich 

perusahaan asing lain yang herhasil rnenemukan sejumlah lapangan m;, yak aru 

yang terletak di daerah lepas pantai. Yang terpenting diantaranya adalah Arj una 

(1969), Attaka (1970), Cinta (1970), Zelda (1971 ), Arimbi (1972), Melanin (1972), 

Bekapai (1972), Kitty (1973), Nora (1973), Sepinggan (1973), Rama ( 1974), Po!eng 

(1974), Handi] (1974) dan Udang (1978). 

Demikianlah sekelurnit sejarah perindustrian minyak di Indonesia. Dalam masa 

seabad itu banyak sekah terjadi peristiwa politik, ekonorni ma pun yang khu us 

berkai tan dengan pengembangan sektor perindustrian minyak Indonesia. 

Semuanya memherikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat hcsar 

nilainya bagi Indonesia dalam pembangunan suatu industri perminya an. 
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MINY AK UNTUK Uf~1HJj\1 (SPBl i) 

A. FHoso1 Dasar Peayektt!ggara n Sta. i n P ~ngishrn Bahan Ba. ~ r Mh~yai~ 

Untuk llmum {SPBU) 

Perminya, an bahan bakar mi nyak dan produk asai minyak iainnya di Indonesia 

sejak zaman penjajahan sampai pada awal kemerdekaan di lakukan oleh pernsahaan-

pemsahaan asing, seperti BPM/SHELL, STANV.AC ·an CALTEX Mot!f bisnis 

perusahaan asin ' ini adalah scmata-ma!a mencan ·euntungan, .csuei dcng: n faham 

hi. ni s yang dianul ncaarn. asalnya 

'Pada tahun 1957, kurang lebih 7 tahun sesud.ah penyerahan kedau!a · n d fl 

penjajah ke lndonesia, setelah mempe!ajari keadaan si tuasi penyaluran m·nya. dalam 

negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan harga j u.al bah b· kar 

minyak. Keb jakan pemerintah ini dirasakan rnerugikan oleh perusahaan-perusahaan 

minyak asing tadi dan menganggap tugas penyaluran minyak. dengan harg yang 

ditetapkan tersebut sebagai suatu beban yang berat. 

Masalahnya bagi perusahaan asing ini ada lah karena mereka itu men gun '. ,an 

nilai mata uang do1ar sebagai dasar perhitungan usaha mereka, sementar nil· .i tukar 

rupiah sangat tidak stab I ditambah adanya · urs (nilai tukar) el p lt u1ah kir -ki ra 
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latar belakang dari keengganan maskapai perusahaan minyak asing rneny..., uaikan din 

dengan ketetapan harg~ bahan bakar minyak baru yang diputuskan pemerintah itu . 

Diantara ketiga perusahaar. asin ) yang me!· k kan kegiatan r ·ma. am 'fS"OUt . 

Caltex tergolong sebagai perusahaan yang tidak begitl· aktif dan punya saham xang 

paling sedik it dalam permasaran. Tapi Shel! dan Stanvac memi! iki k g·iatan ya .g 

cukup luas dan masing-masing mempunyai kilang minyak sendir·. yaitu di Plaju dan 

Balikpapan yang merupakan mi lik Shell dan di sungai Gerong rnilik Stanvac. Selam 

itu kedua perusahaan ini juga memounyai sara na angkutan laut atau kapal-kap.~ ! 

sendiri, instalasi-instalasi serta depot-depot, sekali pun tempatnya berbeda-beda. Di 

samping itu mereka juga mempunyai sarana angkutan darat sendiri agar penyaluran 

dan dislokasi dari bahan ba.kar mi nyak yang dikuasa inya dapat tcrjamin . 

Alat angkut ke pedalaman atau mobil-mobi l tangk· yang mengangku be sin kc 

pompa-pompa bensin milik Shell dan minyak S.an ac atau kontraktor mere 'a, hanya 

berjum1ah 125 unit dengan daya angkut 1.000 Kl. Jumlah ini tidak berubah m ilai 

dari tahun 1950-1 965. Dengan pera atan yang serb kurang itu mereka hany· nampu 

melayani sebagian kecil saja dari kebutuhan bahan bakar m·nyak ·a am n gen . 

walaupun mereka tahun bahwa aiat-alat yang diperl ukan sudah tua, na..rn unmerek' 

tidak berusaha memperbaiki atau pemperbaharui, apalagi untuk menamb h 

jumlahnya, yang dirasakan amat pe lu untuk memperlancar n ·aluran BB. 1 

tersesbut, karena hal itu dianggap tanggm g jawab p merintah an hu,' an merup· ~ ! 

tanggung jawab mereka. 
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Pada hakekatnya tidak ada perbedaan pr.nsipil m ngenai keb1jaksan< ' ll1 

pemasaran yang dilakukan kedua perusahaan in i, sekalipun ntara m "rcka terJa r at 

persaingan . Keduanya sama men ~gunakan sistern agen Uobber) di tcmpa -tcmpat 

dimana pernjua1an minyak tida.k begitu besar. 

Produk utama mereka adalah bensin dan minyak tanah. Ta i diantara ked· , 

produk ini bensi n adalah yang paling utama, yang oleh mereka discbut "Moga. " 

Mogas ini disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia yang diangkut dengan kendaraan 

bennotor di tempat-tempat tertentu dan mereka menetapkan harga dasamyaatas 

perhitungan biaya rata-rata. 

Jika masyarakat melihat adanya semacam persaingan diantara mereka, hal 

terschlil dipundang tidak rrH.:rugik an, ku ena diu ntaru kedua r ·rus< h an tcr ap 11 

kegi atan yang saling isi men isi. 

Produk Stanvac yang terkenal pada waktu itu adalah minyak pel umas yang 

terkenal dengan merek " Kuda Terbang" sement;.ira produk yang dikeluarkan Shell 

bernama "Shell Oi l". 

Keengganan mreka untuk memperbaiki aset pemasaran itu sanga bert 0 patan 

pula dengan ikhm polltik dalam negeri _ ang tidak mengun ung m reka. Pa a sa t 

itu pergerakan politik partai komunis dengan tul, ng punggungnya kaum uruh yan ' 

banyak terdapat di maskapai minyak asing, menambah keengganan 11'.askapai asu.g 

ini untuk terns berusaha di Indonesia. 

Di sampi ng masalah kekurangan sarana angkuta, juga suplai minyak tanah yang 

merupakan kebutuhan rakyat banyak tidak dijalankan sebagaimana mestiny , 
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Meskipun kapasitas pengiiangan mereka saat itu mampu mencapai produksi yang 

dibutuhkan, namun '"thrus put" nya tidak mencukupi, eh in ga penyuluran mim a 

rum bensin menjadi tidak lancar, karena tidak seimbangnya suplai dan kebutuhan. 

Sementara itu dalam keadaan penyaluran mi nyak dalam negeri itu kacau balau 

dan tidak teratur, pemerintaJ1 mengeluarka.n Undang-undang yang mengharuskan 

perusahaan minyak asing itu untuk turut rnemnuhi kebutuhan minyak dalam negeri. 

Undang-undang tersebut terkenal dengan UU No 15 tahun J 962 ant.ar lain 

menyatakan, bahwa semua perusahaan minyak di Indonesia diharuskan ikut sena 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Dalam pasal 2 Undang-undang tersebut diatur tentang bagian masrng-masmg 

perusahaan yang diharuskan mcnyediakan mi nyak bumi dan hasi l-hasil n a dengan 

sistem prorata dari masing-masing perusahaan minyak tersebut. 

Kepada perusahaan-perusahaan yang mem punyai penyulingan minyak: sendiri 

diharuskan untuk menerima dan mengolah minyak rnentah dari perusah~an yang 

tidak mempur.yai penyulingan sepanj ang minyak mentah itu menJa<li hagiannya 

untuk memnuhi kewaj ibannya menurut Undang-undang itu . 

Ketetapan yang dibuat pemerintah itu tentu saja berat unt11k diterima oleh 

perusahaan-perusahaan asing itu, tapi mereka tidak bisa menolaknya, k cual · 

mematuhi aturan itu j ika masih ingin beroperasi di Indonesia. 

Pada akhimya setelah keadaan berlarut-1arut hingga tahun 1964, dengan 

kegoncangan harga minyak yang selalu terjadi dan tidak terjaminya pula pembekaian 

bahan bakar minyak bag i kebutuhan angka tan bersenjata, maku pei rinta. 
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mengeluarkan suatu surat keputusan tentang pengoperan aset pernasaran te rm~ uk 

instalasi dan pompa-pompa bensin eks PT> Stanvac, Shel l dan Caltcx di lndonl'.~1 · 

Keputusan tersebut yang didasarkan pada SK Menteri Perdatam No. 55 dan . 6 Irv ,' 

Perdatam/64 menunjuk PN. Pertami na sebagai satu-satunya di str ibutor min ak clahm 

negeri dan be1ianggung jawab atas suplai minyak ddal am negeri dan ABRl. Duri 

pengoperan aset perusahaan asing itu pemerintah rnelakukan pembayaran tuna i 

senilai US. 12.946.33,79 yang selesai dibayar lunas pada 26 Juli !965 . 

Dengan dinmjuknya PN. Pertamin melak ukan tugas penyaluran BBM, maka 

dengan sendirinya ia harus bekerja keras lebi h-lebih sesudah diketahui bahvva 

marketing asets yang diserahkan perusahaan-perusahaan asing kepadanya sudah tid:Jk 

memadai lagi, baik dilihat dari scgi kualitas maupun scgi kuantttasnya Pcrha1kan

perbaikan dan penambahan harus dil akukan , bahkan temyat· pc rl u dilakukan 

rehab;ilitasi total. 

Tetapi PN . Pertamin temyata tidak mapu melakukan hal tersebut sccarn 

sekali gus. Perusahaan negara ini ketika itu bekt;rja atas dasar "fee" saja., yaitu fee 

yang didapatnya atas dasar penjualan BBM yang didistribusikan dari P l. Pem1i 11a 

dan sebagian lagi dari Caltex serta perusahaan lain sehingga b !urn 

mem ungkinkannya untuk me!akukan perbaikan yang diharapkan, baik sarana 

pemasaran maupun produksinya sesuai kebutuhan pada saat itu. 

Sesudah tahun 1965 keadaan semaki n dirasakan kian berat oleh PN. Pertamin, 

karena hasi1 produksi yang diserahkan kepadanya ada!ah eks kade p la" ,uhan ) 

sementara ia , endi ri tidak mempunya1 sarana angkutan iaut, demikian r1 n 1an 
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Dasar pokok program pengembangan ini adalah untuk me iingka kan mutu 

pelayanan pembekalan BBM di dalam negeri atau s tidaknya mempertahankun 

mutm1ya pad.a peningkatan konsurnsi akan BBM yang diperl-· ra an sebe ar n ;2 °·o 

setahun. 

Di samping itu daer h pelayanan perlu diperluas sebagai akibat meningkatnya 

kegiatan ekonomi di seluruh wilayah R1. Program ini m liputi pr yek- rt yek 

penambahan dan peremajaan serta penggantian fasilitas pembekalan BBM di dalam 

negen : 

Fasilitas penimbunan 

Fasilitas peiayanan masyarakat dan 

Fasil itas transport. 

Untuk melayani penyaluran BBM bagi masyarakat umum pema -ai k n araan 

berm9tor, baik yang didaraJ dan di perairan dangkal, Pertamina membentuk Sta · 

Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum yang disingkat SPBU . 

SPBU adalah juga merupakan sarana niaga, yaitu sebagai t mpat untuk mencari 

pendapatan atau laba dari penjualan bahan bakar minyak dan produk-produ. l inny 

di SPBU tersebut, baik bagi Pertamina maupun bagi pengusaha yang mengusahakan 

dan mengelolanya. 

Dalam penyelenggaraan SPBU terdapat 3 pihak yar g saling ~rkepentingan dan 

berkaitan, yaitu : 
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l. Pihak masyarakat umum sebagai konsumen, yang mempunya; 

kepcntingan untuk mcmperoleh pe layanun y· ng bark Jan kcmudahan 

dalam mendapatkan bahan bakar minyak. 

2. Pihak Pertamina sebagai penanggung jawab, mempunyai kepentingan agar 

rnisi dan tu.gas pembekalan dan penyaluran BBM serta produk minyak dan 

gas bumi lainnya di dalam negeri be1jalan lancara d n mencapai sa an 

3. Pihak penf,'llsaha SPBU yang diberi tugas oleh Pertam ina ini untuk 

mengusahakan dan mengelo1a SPBU, bertanggung jawab at s tugas yang 

diberikan Pertamina, serta berkepenti ngan untuk memperol h ngha i ian 

yang memadai dari usahanya sesuai kelentuan yang berlaku. 

Untuk dapat mencapai tujuan terscbut di au -, maka diatur petun.1uk 

pelaksariaannya agar tercapai keseimbangan antara : 

1. Peningkatan pelayanan kepad mas arakat 

2. Volume penjualan dari SPBU 

3. Keuntungan pengusaha SPBU 

Tujuan dibentuknya SPBU adalah : 

1. Mengusahakan adanya penyaluran BBM yang baik dan m rata mela!u i 

penyelenggaraan SPBU. 

2. Mengusahakan pengelolaan SPBU yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar siap beroperasi setiap saat dan lancar dalam p nyaluran BBM 

untuk masya:rakat. 
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Dalam pengertian SPBU termasuk juga SPBU dwi fungsi yang dapat melayani 

kendaraan bermotor di daral dan p ra hu bcrmotor di perairnn dangkal 

SPBU mempunyai ci ri-ciri dasar sebagai berikut : 

1. Penjualan 

Penj ual an BBM dari PBU dilaksanak n langsung kepada konsumen 

pemakai kendaraan bemiotor. 

2. Harga penjualan 

Barga penjualan BBM di S BU adalah ha.rga yang ditetapkan 

Keppres/Pernerintah. 

3. Margin 

Pengusaha SPBU mendapat imbalan yang disebut margin yang hesarnya 

ditentukan pemeiintah/menteli keuangan . 

.4. Syarat penyerahan 

Penyerahan BBM dari Pertamina kepada SPBU adalah inst' lasi/I epot. 

Pertamina ke .SPBU dilaksanakan hanya dengan mob il tangk i, kecua li hal 

hal yang bersifat khsusu harus seizin direktur PPDN. 

5. Alokasi 

Kepada SPBU tidak diberlakukan pembatasan alokasi BBM 

6. Unit Pompa 

Unit pompa yang dipergunakan di SPBU hanya yang m nggunak_ari ta.kamn 

liter. 
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7. Letak SPBU 

Tcrletak di darat atau ditam batkan 1m:rnpa t k~ <lar t 

B. Mekani me Pemmjuka n. Pengelolmrn Dun Penggunaa . Stssiun Pengisian 

Baban Bakar Uiltuk Umum oieb Pcrtamina kepada P!bak Penrnahaa n, 

Perorangan dan Koperasi 

Untuk menjadi pengusaha SPBU berdasarkan Surat Keputsan Direktur PPDN 

Nomor KPTS-1045/F0000/94-S3 tanggal 15 September 1994, tentang petunju · 

pelaksanaan penyelenggaraan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk urnum, 

mekanismenya di tentukan dengan memnuhi persyaratan sebagai berikut : 

I. Persyaratan Umum 

a. Memiliki/rnenguasai lahan m mnnum ! .000 M2 di belakan ; ian .· 

sepadan bangunan, yang dibuktikan dnegan sertifikat tanah/bukti 

kepemilikan. Utnuk luas lahan kurang dari l.000 M2 hams mendapat 

persetujuan direktur PPDN 

b. Lokasi dimaksud cukup strategis ditinjau dari segi penjualan Bu M. 

Volume penjualan perunit pompa (dispensing pump) sebesar 4 Kl r 

hari @ 8 jam, dipandang cukup efesien. Hal in i bera t i volume 

penj ualan perunit pompa 1h KL per jam, atau pelayanan terhadap 20 

sampai 25 kendaraan l ermotor per jamnya. 

c . Yang dapat ditur~iuk nt uk menjadi pengusaha SPB ol •. h Pcrtamiw 

adalah : 

54 



1. Perorangan 

2. l c seroun tc rb· ta.· 

3. ' orcrasi 

d. Calon peng saha atau penanggung jawab harus war 1' . negara lndo. e . .ia 

e. M mpunyai ""emodalan dan segi finansial yang cukup (oonafidc · 

f Dapat bekerja sama dan berkomunikasi secara baik dengan in tan:i-

instansi terkait. 

g. Mempunyai !atar belakang pengalaman, kel uarga dan tindak tandu1
• 

yang baik. 

h. Lalu penelitian (screening) dari team clereance biod ta Pvrtamin . 

2. Persyaratan Khusus 

a. Mengaju~.an pennohonan ke.., da ·nit pembekalan da ">emasaran 

dalam negeri setempat. 

b. Mendapat izin pr1n ip d.ari pemcrint· h da rah seternpat 

c. Menyerahkan kepada Pertamina : 

l. SHJP 

2. Untuk perseroan terbatas di tambah akie pendirian PT. Pert ma 

3. Untuk koperasi di tambah surat keputusan I r komendasi direktur 

jenderal pembinaan koperas i Per otaan/Pedesaan. 

d. Mem :J iki refer nsi bank 

e. Memil .ki NP\VP 
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f Membuat surat pernyataa.n di atas l' ertas bermaterai yang berisi : 

! . Sanggup membiayai seluruh pcmbangunan fasi! itas .'PBU yang 

m rupakan 1 iiiknya 

2. Bersedia mempergunakan rancang bangun (design' dan spcsifikas1 

peralatan yang ditetapkan oleh pihak Pertamina. 

3. Tanah dan bangunan perangkat SPBU yang berada di da lam 

li ngkungan areal SPBU, diperun tukkan u aha penyaluran BBM dan 

pelumas oleh Pertam:na untuk 20 tahun. 

4. Kesediaan untuk mentaati/rnematuhi ketentt a Pertamina 

g. Bersedia menandatangani surat perjanj ian penunjukan pengelolaan dan 

penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak Lmt k wnu; . 

Di samping persyaratan umum dan khsusus yang disebutkan di atas, d lam 

pengt:sahaan dan pengelolaan SPBU harus mema1uhi ketentuan antara lai n : 

1. Pengusahaan dan pengelolaan SP ' diserahkan k pada pi ak ·w .sta 

dengan tetap di bawah pengawasan Pertamina. 

2. Penentuan lojasi dan penunjukan pengusaha PBU ditentukan ol h direktur 

pembekalari dan pemasaran dalam negeri, atas usul pimpinan unit PPD · 

setempat, setelah mendapat perJanJian atau j usti ikasi dar· kepa divi si 

pembekalan BBiv" . 

3. Setiap pemindahan hak milik atau pemindahtanganan S BU ters but dari 

pengusaha SPBU y ng te ikat dalam perjanjian den an Pertamina le ada 



pihak manapun, harus sepengetahu.an dan perse .. juan P ,rtarnina secara 

tertulis. 

4. Setiap pengu aha SPBU hanya boleh memiliki/men°u ahakan sebany k 2 

SPBU. Pengusaha yang telah mem.liki lebih dari 2 SPB , seb !um 

adany7a ketentuan ini tetap diperbolehkan. Penyimp n0 an dari ketentuan 

ini hanya dengan izin khusus dari direktur PPDN.maka ertami . a berhak 

untuk mengambil alih pengusahaan dan pengelolaan SPBU tersebut atau 

menunjuk pihak ketiga untuk melaksanaannya demi kelancaran p nyal ra i 

BBM kepada rnasyrakat. 

5. Bila mana pengusaha SPBU tidak rnelakukan tugasnya sesuai isi surnt 

perjanj ian penunjukan pengelo!aan dan pcnggunaan SPBU, maka f crtanrn1a 

berhak untuk mengambil alih pengusahaan dan pengelolaan SPBU t rsebut 

atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanaannya dem i kelancaran 

penyaluran BBM kepada masyrakat. 

6. Rancang Bangun (design) lay out dan konf gurasi S0 BU ditentukan okh 

Pertarnina 

7. Pengadaan unit pompa (di"pe1 sing pump) dan peralatann a disediakan oleh 

pengusaha SPBU sesuai ketentuan rekomendasi spesifikasi tekn is dari 

Pertamina. 

8. Penggant1an unit poma dan peralatannya yang rusak se1ta biaya memiihara 

dilakukan oleh dan atas biaya pengusaha SPBU dengan s pe getahuan 

Pertamina. 



9. Pengusaha SPBU harus mengasuransikan semua aset, karyawannya ·crt 't 

terhadap tuntutan pihak ke tiga. 

C. Rak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak 

Adapun kewaj iban pengusaha dalam kontrak penunjukan, pengelolaan dan 

penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum adalah se aga1 

berikut: 

I. Menjaga dan memlihara mutu BBM dan pelumas di SPBUnya sebagai mana 

diterima langsung, dan tidak dibenarkan merubah, menambah ata u 

mengganti mutu, warna nama BBM dan pelumas yang disalurkannya. 

2. Mernelihara semua bangunan perlengkapan dan peralatan di SPBU •ersebut 

supaya tetap dapat di pergu.nakan dengan baik serta memb ri penampi lan 

yang layak serta kesan yang baik. 

'3 . Memelihara dan menjaga kebenaran alat-alat takaran yang dipergur ak( 

dalam menyalurkan dan penjualan BBM dan pelumas agar memenuh1 

ketentuan Undang-lmdang Indonesia No. 2 tahun 1985. 

4. Mengasuransikan seluruh aset SPBU, karyawan dan pelumas alas he an 

danbiaya, tennasuk asuransi atas tanggungjawab hukum. 

5. Bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri dan ata .· 

tindakan bawahannya, kontraktor serta karyawannya. 

6. Memelihara ke1ancaran penyaluran RBM dan pelumas untuk met 1enuhi 

kebutuhan masyarakat. 
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7. Membina mutu dan keterampilan karyawan-karyawannya daiam penyaiuran 

dan pelayanan penyaluran BBM dan pelumas se11a produk-produk 

Pertamina. 

8. Memberi dan menyediakan pakaian seragam bagi karyawan a!au 

pesuruhnya. 

9. Mengawasi dan memberi petunjuk agar terjamin kelancanm penyaiurnn 

BBM dan pelurnas kepada masyarakat. 

Hak-hak pengusaha dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerima imbalan berupa margin yang besar jumlahnya disesuaikan dengan 

ketentuan pemerintah. 

2. Menjual, memindahtangankan, menggadai kan, menghipotekkan 

keseluruhan hak pemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan 

SPBU kepada pihak ketiga dengan sepenget:ahuan tertulis terlebih dari 

Pertamina. 

3. Menerima BBM dengan harga dan syarat-syarat penyerahannya ya..qg 

ditetapkan oleh Pertamina yang beriaku pada tanggal atau saat penyerahan, 

dengan pembayaran secara tunai melalui bank yang ditunjuk oleh Pertai m 

sekurangnya satu hari ke1ja sebelum penyerahan BBM. 

4. Pengusaha berhak untuk me'1dirikan bangunan tambahan ia.n atau 

mengusahakan jems usaha lain yang sifatnya mendukung atau mele gkapi 

usaha penyaluran BBM dan pel umas, misalnya service kendaraan, tempat 

cuc1 kendaraan, toko serba ada/swalayan dan1ai n-lain sepanjan:;, usaha 
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dan pel um as i PBU ter. ebut. 

::'elanjutnya kev,,rajiba.'1 Pertamina adalah sc aga1 
-, en· u 

J. IVlenyer hkan BBM ct-·'n pelum dalam keaa a.1 baik dengan ·u· itas yang 

sesuai dengan standarisasi 1 utu. 

2_ 1\.1enyerahkan kepada pihak p"'ngus ha mar·•ii'J1'cm tunaan S"" . ... sar j mlai 

yang telah disepakati. 

3. Mengawasi dan member! p., unjuk kepada pengu ha agar di; mm 

kelancaran penyaluran BBM dan pelumas kepada masyarakat. 

4. Menetapkan harga sesuai harga yang berlaku pada saat atau ta ggal 

pen 1erahan. 

5. Memperkenankan pihak pengusaha untuk menyaksikan k -enaran al t-...lat 

penguk• •r yang d1pergunakan Pertamina, dengan memakai t"' ar n-ta1;aran 

ya11g berlaku dan telah ditera dengan sah dan diset uw oieh Pertamin~ . 

Membi na pengusaha SPBU agar leb 'h herk m' ang dan bertangg •n r ja ·ab 

atas pengusahaan dan pengelolaa _ SPBU_ 

7. Menjaga kelancaran supiai BBM dan peluma SP U dengan cat.a a 

pengusaha SPBU hams harus senantiasa meny"'diakan BBrvi an I ma. 

da lam j umiah yang cukup. 

8. Menjaga agar konsumen mendapat pelayanan ya.'1g baik da kemudahan 

dalam mendapatkan BBM dan peiumas di SPBU 
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Hak Pert.amina dalam perjanj ian ini adalah sebagai berikut : 

J. Mcnentukan lokasi SPBU rancang bangun serta jen is pl!rl engakapan an 

sign board yang digunakan dalam SPBU untu ·~ menya!urkan BBM dan 

pelumas. 

2. Mengawasi seiuruh pembangunan SPBU dan bangunan tamba.han untuk 

usaha lain yang dilaksanakan pengusaha . 

3. Menghentikan atau menyuruh menghentikan pembangunan SPBU da n 

atau bamnman tambahan untuk usaha lain, biia tern• ata tidak sesuai ata u 
~ J 

menyimpang dari rancang bangun yang ditetapkan, ba ik sebagian ma upun 

seluruhnya. 

4 . Mcmeriksa baik secara tckni s terhadap perlengkapan atau peralatan _ ang 

d ipergunakan maupun secarn adrnini stratif untuk ke lancanm pclayanan 

dan penyaluran BBM dari SPBU tersebut. 

5. Menerima pembayaran di muka secara tunai melalui bank yang ditunjuL 

Pertam ina sekurang-kurangnya satu hari kerj a sebe lum penyeraha11 BBt,1. 

Berdasarkan uraian terseb ut di atas, dapat di paham i bahwa, kedudukan antara 

pihak Pertamina dengan pihak pengusaha berada dalam po~i si yang tidak sei bang 

Hai demikian ditandai dari keseipibangan hak dan kewajiban para pihak, dimana hak 

Pertamina j auh lebih besar ji ka dibandingkan dengan kewujibar.nya. Sednngkan 

kewaj iban pihak pcngusaha jauh Jehih be .. ar dihanding h· k yang di pernlehnya. 
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0. Bentuk Pengakhiran Hubungan Hukum 

Pengukhi ru11 huhungun hukum datum pcnunjukun, p ng loluun dnn pen ' t',ll llnun 

stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum secara tegas dis butkan 

mcnyirnpang dari kctcnluan pasal 1266 KUHPcrdata . 

Dalam perjanj ian tersebut dinyatakan bahwa : 

1. Perjanj ian ini dengan sendirinya berakhir apabi la : 

a. Sudah habis masa berlakunya dan salah satu pihak tidak ln!:.'1n 

memperpanjang lagi. 

b. Pengusaha (perorangan) meningga! dunia dan ah li wansny. tidak 

berkeinginan untuk men ruskan usahanya dengan p rjanjian baru. 

2. Pertamina berhak mengakhiri perjanj ian ini den •an member·itahukan ecarn 

tertulis kepada pengusaha tiga puluh kale der, sebelum tanggal pengakhiran 

perjanj ian, bila : 

a. Menurut pertimbangan Pertamina pengusaha tidak menepat' sal h S'llu 

atau lebih kewajiban-kewajibannya yang telah dis tujui dalam sur·H 

perJanJ ian. 

b. Pengusaha melanggar ketentuan dan peraturan-p raturan yang telah 

digariskan Pertamina. 

c. Pengusaha melakukan tindakan yang dapat rn rugikan citra d.a1 nama 

baik Pertamina. 

d. Pengusaha dinyatakan pai li t atau diletakkan dib wah pengampun< n 

(suratele) 
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e. Izin usaha pihak pengusaha dicabut oleh yang berwcnang, bai k untuk 

sementara mau pun seterusnya. 

f Harta benda pihak pengusaha disita oleh yang berwenang, baik 

sebagian maupun seluruhnya sehingga mengganggu pengelolaan 

SPBU tersebut. 

3. Perjanjian ini berakhir dengan sendiri nya, karena ti ndakan pernerintah atau 

ha1-hal 1a1n di luar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure), ehingga 

pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum tidak 

berjalan atau tidak berlangsung lagi. 

Demikian beberapa ketentuan yang dapat mengakhirir perjanjian te rsebut. 
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BAB V 

Kl~S I M PULAN i"'AN SA RAN 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab tcrdahul u, dapat dita ik kcs' mp Ian 

sebagai beril ut : 

1. Mekanisme penunjukan, pcngelolaan dan penggunaan stasiun pengisian 

bahan bakar minyak untuk umum oleh Pertamina secara u.mun1 tunduk 

pada ketentuan Buku m KUHPerdata ditarnbah dengan atura -atur n 

khusus yang ditentukan secara sepihak oleh Pertan1ina, dan kemudi 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontra r~nunj ukan , p,.., n~elol aan 

dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum 

dalam praktek temyata tidak seimbang, dimana hak-hak yang dimiiik1 

pihak Pertamina lebih banyak dari kewajiban-kewajibannya Sedangk n 

kewaj iban-kewajiban pengusaha lebih banyak dari hak-hak yang 

dimilikinya. 

3. Bentuk pengakhiran hubungan hukum dalam kontrak penunjuk n, 

pengelolaan dan pengg11naan stasiun pengisian bahan bakar m ·nyak untuk 

umum, temyata dalam perjanjian menyimpang dari ketentuan pasal i 66 

rum 1267 KUHPerdata, untuk kemudian ditentukan secara khu us. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan pad· karya ini (pen Ii iar , , 

adalah sebagai berikut : 
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